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Penelitian ini dilakukandengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  
proses  pengelolaan  restribusi Sektor Kelautan dan perikanan terhadap 
peningkatan Pendapatan asli daerah di Kabubaten Majene,  apa  saja  faktor 
yang mempengaruhi  dalam pengelolaannya  selama  ini,  mulai dari 
pembuatan surat izin usaha, bagaimana mekanisme pemungutan dan 
pengawasannya sampai kepada  setoran  hingga  tiba pada  proses  
penerimaan  menjadi  PAD  yang  bermuara  /  bermanfaat  bagi 
pembangunan di Kabupaten Majene. 
Tipe penelitian digunakan adalah tipe penelitian analisis deskriptif yaitu 
suatu  tipe  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  
secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan 
tentang retribusi  daerah yang difokuskan pada pengelolaan retribusi sektor 
kelautan dn perikanan yang ada di  Kabupaten Majene.  Pengumpulan  data  
yang  dilakukan  dengan  cara  analisis data, wawancara, dan observasi 
dilapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan 
dan perikanan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 
Majene hanya bersumber dari pembuatan surat izin usaha kelautan dan 
perikanan. Pelaksanaan pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan 
di kelolah langsung oleh Seksi perizinan usaha kelautan dan perikanan. 
Bendahara pengelolah retribusi sektor kelautan dan perikanan yang 
melakukan pemungutan terhadap masyarakat yang membuat izin usaha 
kelautan dan perikanan, kemudian di laporkan kepada Dinas Pendapatan 
Daerah sebagai hasil retribusi dari sektor kelautan dan perikanan.Setelah 
menimbang potensi yang dimilki dapat disimpulkan bahwa potensi kelautan 
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This study was conducted to find out how the process of managing 
restribusi Marine and fishery sector to increased source revenue in 
Majene,what are the factors that influence in its management over the years, 
ranging from making a business license, how the voting mechanism and its 
control until the deposit to arrive at the admissions process that empties into 
PAD / useful for the development of Majene. 
Type of research is the type of research used descriptive analysis is a 
type of research that aims to provide a systematic an overview, factual and 
accurate information on the data in the field of levies, focused on the 
management of marine dn fisheries sector levy in Majene.Data collection is 
done by means of data analysis, interviews, and field observations 
The results showed that the management of marine and fisheries sector 
levy to increase regional revenue in Majene only come from the 
manufacturing business license of marine and fisheries.Implementation of 
business license manufacture of marine fisheries in kelolah directly by 
Section of marine and fishery business licensing. Treasurer pengelolah levy 
marine and fisheries sector who do polling to people who make a business 
license of marine and fisheries,then reported to the Department of Revenue 
as a result of the levy of marine and fisheries sector.After weighing the 
potential of it can be concluded that the potential of marine fisheries Majene 









 PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang 
Deklarasi Djoeanda (1957) yang berisikan konsepsi Negara 
Nusantara (Archipelagic State) yang diterima masyarakat dunia dan 
ditetapkan dalam Konverensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention 
on Law The Sea (UNCLOS) 1982, maka wilayah laut indoesia menjadi 
sangat luas, yaitu 5,8 juta Km2 sama dengan tiga perempat dari 
keseluruhan laut wilayah Indonesia. Pada luas laut yang demikian 
didalamya terdapat lebih 17.500 pulau besar dan kecil dan dikelilingi garis 
pantai sepanjang 81.000 Km2, yang merupakan garis pantai terpanjang 
kedua didunia setelah Kanada . Oleh karena itu, Indonesia dikenal 
sebagai Negara Maritim dan kepulauan terbesar didunia yang memiliki 
potensi yang sangat luar biasa. 
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki banyak potensi 
sumber daya alam. Salah satu sumber daya alamnya yang melimpah 
adalah sektor kelautan dan perikanan. Potensi sebesar ini harus bisa di 
manfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan program–program 
pengembangan yang bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan 
2 
 
masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan 
daerah bahkan negara ke depannya. 
Dilihat dari potensi lestari total ikan laut, ada 7,5 % (6,4 juta 
ton/tahun) dari potensi dunia berada diperairan laut Indonesia disatu sisi, 
sedangkan disisi lain berkisar 24 jta hektar perariran laut dangkal 
Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut (mariculture). Menurut 
Rohmin Dahuri, 2005 ; indonesia meimiliki keanekaragaman hayati laut 
pada tingkatan genetik, spesies, maupun ekosistem tertinggi didunia. 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan 
yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan 
evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan 
keamanan, per- adilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain 
yang ditetapkan peraturan pemerintah. 
Konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap 
pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan 
berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah 
daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya 
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alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya 
secara optimal. 
Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya 
dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang 
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan 
masyarakat luas. Demi mancapai hal tersebut, maka daerah diberi hak 
dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya 
sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan di daearah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab ke-VIII tentang 
keuangan daerah, diketahui bahwa salah satu sumber anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli daerah 
(PAD), dimana dalam PAD terdapat pajak daerah dan retribusi daerah. 
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten Majene 
khususnya pada sektor perikanan dan kelautan, menurut Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 18 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 “daerah yang memiliki 
wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di 
wilayah laut” dan Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi “kewenangan daerah 
untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagimana dimaksud pada 
Ayat (1) meliputi : 
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a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. 
b. Pengaturan administratif. 
c. Pengaturan tata ruang. 
d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah 
atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah. 
e. Ikut serta dalam pemeliharaan keamanan. 
f. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan Negara. 
Bunyi pasal diatas diartikan bahwa Kabupaten Majene itu 
mempunyai hak untuk mengelola sumber daya alam lautnya baik di dalam 
administrasinya dan penegakan hukumnya terhadap peraturan daerahnya 
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, 
hak-hak yang dimaksud antara lain hak mengelola kekayaan daerah, 
mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya yang berada di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan daerah Nomor 7 
tahun 2008 tentang usaha kelautan dan perikanan sebagai dasar 
pelaksanaan UU sebelumnya, maka dari itu pengelolaan sektor kelautan 
dan perikanan telah dibagi atas beberapa usaha yang kemudian retribusi 
dari sektor kelautan dan perikanan di atur oleh perda No 18 tahun 2014 
5 
 
tentang retribusi hasil kelautan dan perikanan sebagai hasil pembaharuan 
dari Perda Nomor 8 tahun 2008. 
Kabupaten Majene merupakan salah satu kawasan di provinsi 
sulawesi barat yang memiliki luas 947, 84 km2 atau 5,18 persen dari luas 
total Provinsi Sulawesi barat(Dokumen SSKMajene). Potensi kelautan dan 
perikanan di Kabupaten Majene merupakan salah satu potensi yang 
paling besar dibanding dengan sektor yang lain. Pada luas Kabupaten 
Majene 947, 84 Km2, Majene memilki luas perairan pantai 926 km2 dan 
perariran laut lepas sekitar 13.000 km2. Bisa dikatakan bahwa 
keseluruhan dari luas wilayah Majene adalah wilayah perikanan.  
Kabupaten Majene juga memilki tambak seluas 450 hektar dimana 
270 hektar dari tambak ini telah berproduksi dengan baik yang memilki 
hasil rata-rata 178,9 ton/tahun. Sekali lagi dapat dikatakan bahwa potensi 
yang dimilki belum lagi terkelola dengan baik, karena dari 450 hektar luas 
tambak yang dimilki hanya 270 hektar tambak yang terklola dengan baik 
sisanya 180 hektar tambak belum terkelola. 
Selain itu terdapat banyak komoditas perikanan yang beraneka 
ragam yang menjadi komoditas unggulan dikabupaten Majene. untuk 
produksi perikanan tangkap yang pertama adalah ikan tongkol yang 
produksi rata-rata 1025 ton/tahun. Produksi tertinggi yang kedua jenis 
ikan tuna yang rata-rata produksinya 782 ton/tahun. Jenis komoditi yang 
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ketiga ikan terbang yang rata-rata produksinya mencapai 730 ton/tahun. 
Selanjutnya, ikan cakalang yang produksi rata-ratanya 694 ton/tahun. Dan 
komoditi yang terakhir adalah ikan layang yang produksinya 621 
ton/tahun.(DKP Majene tahun 2011) 
Sesuai dengan data Validasi Nasional tahun 2008 tercatat Rumah 
Tangga Perikanan (RTP) di Sulawesi Barat pada kisaran 15.772 RTP, 
Majene menempati urutan RTP terbanyak, disusul dengan Kabupaten 
Mamuju dengan kisaran 3.168 RTP. Urutan ketiga Kabupaten Mamuju 
utara dengan 2.897 RTP dan keempat terdapat di kabupaten Polewali 
Mandar sebanyak 2.106 RTP.  Dengan potensi perikanan yang telah 
dikemukakan maka Kabupaten Majene dapat berorisentasi ekspor. 
Tabel dibawah ini akan menunjukkan bagaimana perencanaan 
pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan 
melihat potensi wilayah perikanan yang dimiliki Kabupaten Majene dan 
bagaimana realisasi pendapatan. Bedasarkan hasil tabel yang akan dilihat 
dapat diasumsikan sebagaimana besar perencanaan pemerintah daerah 








Jumlah target pendapatan dan realisasi pendapatan dari sektor kelautan 
dan perikanan Kabupaten Majene.Tahun 2011 sampai 2015 






1 2011 20.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 
2 2012 30.000.000,- 60.000.000,- 95.165.000,- 
3 2013 24.750.000,- 24.750.000,- 26.130.000,- 
4 2014 26.000.000,- 26.000.000,- 27.010.000,- 
5 2015 28.000.000,- 28.000.000,- 28.050.000,- 
sumber data: Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Majene 
Diasumsikan oleh penulis bahwa perancanaan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dalam hal pengelolaan potensi wilayah perikanan 
Kabupaten Majene cenderung kurang melihat potensi yang dimiliki sangat 
subtansial dalam mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.   
Tabel dibawah ini akan menunjukkan berapa besar jumlah 
Pendapatan asli daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dan berapa 
besar kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan 






Jumlah Pendapatan Asli daerah dan kontribusi dari sektor 
kelautan dan perikanan. Tahun 2011 sampai 2015 
N
O 






1 2011 468.533.180.713,62 8.831.005.548,62 30.000.000,00 
2 2012 508.575.045.828,60 15.389.348.488,60 95.165.000,00 
3 2013 596.607.458.712,56 21.901.551.954,15 26.130.000,00 
4 2014 672.757.348.789,68 53.921.491.920,68 27.010.000,00 
5 2015 780.862.663.907,46 47.268.801.792,46 28.050.000,00 
sumber data: Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Majene 
Melihat tabel diatas bahwa Pendapatan Asli daerah semakin 
meningkat setiap tahunnya, akan tetapi pada sektor kelautan dan 
perikanan tidak memiliki peran yang besar terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah. Padahal ketika melihat kembali potensi yang 
dimiliki sektor kelautan dan perikanan akan memberi pengaruh yang 
besar terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Majene. Hal ini 
menunjukkan bahwa konstribusi retribusi dari sektor kelautan dan 
perikanan tidak berperan besar dalam peningkatan PAD dikabupaten 
majene.Hal ini dapat dikatakan bahwa potensi sektor kelautan dan 
perikanan tidak selaras dengan realisasi pendapatannya. 
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Berdasarkan uraian diatas menimbulkan asumsi bahwa ada suatu 
masalah yang terjadi sehingga potensi yang dimiliki tidak sesuai dengan 
hasil retribusi yang diperoleh. Maka penulis mengangkat judul 
“Pengelolaan Retribusi Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan 
terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene”. 
1.2 Rumusan Masalah 
Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
bahasan dalam proposal ini Pengaruh sektor kelautan dan perikanan 
terhadap peningkatan PAD di kabupaten Majene. Dalam membahas dan 
mengkaji lebih lanjut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai 
berikut : 
1) Bagaimana pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan 
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene ? 
2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor 
kelautan dan perikanan dalam peningkatan pendapatan asli daerah di 
kabupaten majene ? 
1.3 Tujuan Penelitian   
1) Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan retribusi sektor kelautan 
dan perikanan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di 
kabupaten Majene  
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2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan  
retribusi sektor kelautan dan perikanan dalam peningkatan 
pendapatan asli daerah di kabupaten majene  
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian 
ini  adalah sebagai berikut: 
1) Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan. 
2) Manfaat praktis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu 
pemerintahan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan masukan bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten 
Majene dalam melihat peluang dari potensi kelautan dan perikanan 
dalam upaya meningkatkan PAD di kabupaten Majene  
3) Dari segi metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai 
tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-
penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji peran pemerintahan 










2.1 Landasan Teori 
 Keefektifan dalam pengeloalaan potensi  yang dimiliki daerah 
dapat dilihat dari bagaimana kontribusi positif terhadap hasil 
penerimaan retribusi daerah. Oleh karena itu beberapa teori 
dipergunakan penulis, sebagai landasan untuk menganalisis variabel - 
variabel yang berkaitan dengan pengaruh sektor kelautan dan 
perikanan terhadap peningkatan PAD di kabupaten Majene. 
Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah di Kabupaten 
Majene khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
berdasarkan Pasal 18 ayat (1) “daerah yang memiliki wilayah laut 
diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut” 
dan Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi “kewenangan daerah untuk 
mengelola sumber daya di wilayah laut”.  
Tidak hanya mengatur tentang bagaimana kewenangan setiap 
daerah untuk mengelola potensi daerah mereka terdapat pula 
kewenangan yang mengatur tentang bagaimana pemerintah daerah 
menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan yang telah diatur dalam 
UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Bahwa, Setiap 
daerah masing-masing memilki dan bebas malaksanakan urusan 
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sesuai dengan ketetatapan dalam UU 23 tahun 2014 tentang 
pemerintahan daerah pasal 12 ayat (3) yang berbunyi :  
Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksuddalam 
Pasal 11 ayat (1) meliputi: 




e. Energi dan sumber daya mineral; 
f.   Perdagangan; 
g. Perindustrian; dan 
h. Transmigrasi. 
Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka penulis berasumsi 
bahwa untuk mengoptimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan 
sesuai yang diamanatkan oleh UU 32 tahun 2004 dan UU 23 tahun 
2014 tentang pemerintahan daerah, perlu dianalisis lebih mendalam 
tentang bagaimana pegelolaan sektor kelautan dan perikanan, peranan 
pemerintah dalam pengelolaan serta penerapan kebijakan dan 
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bagaimana kebijakan yang menyangkut sektor kelautan dan 
perikanaan serta pengimplementasiannya. 
2.2 Tinjauan dari segi  Pengelolaan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010) memberikan 
pengelolaan didefenisikan sebagai berikut : 
a. Proses, cara, perbuatan mengelola 
b. Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga 
orang lain, 
c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan 
organisasi, 
d. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 
dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 
Terry (2009) pengelolaan (management) merupakan sebuah 
proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, 
pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan 
serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.  
Sejalan dengan Terry, Oey Liang Lee dalam Suprapto (2009), 
juga mendefinisikan manajemen sebagai seni perencanaan, 
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pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan 
atas human and national resources (terutama human resources) untuk 
mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dahulu. 
Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 
a. Perencanaan (Planning), adalah suatu pemeliharaan yang 
berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam 
menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan 
demi mencapai hasil yang dikehendaki. 
b. Pengorganisasian (Organizing), adalah penentuan, pengelompokan, 
dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk 
mencapai tujuan. 
c. Pelaksanaan (Actuating), adalah usaha agar setiap anggota 
kelompok mengusahakan pencapaian tujuan dengan berpedoman 
pada perencanaan dan usaha pengorganisasian. 
d. Pengawasan (Controlling), adalah proses penentuan apa yang 
seharusnya diselesaikan yaitu penilaian pelaksanaan, bila perlu 




2.3 Tinjauan tentang Retribusi Daerah 
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah 
Retribusi  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  
berasal  dari  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Retribusi  adalah  
sumber  pokok  daerah  di  samping  pajak yang  memiliki  potensi  
cukup  besar  pada  kas  daerah.  Retribusi  daerah diharapkan  dapat  
menjadi  salah  satu  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah. 
Secara  umum  menurut  Josef  Riwu  Kaho  (2003:17).  
Retribusi  Daerah  di definisikan sebagai berikut : 
“Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-
pembayaran kepada Negara  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  
menggunakan  jasa-jasa  Negara ataupun merupakan,… iuran 
kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara 
langsung dapat di tunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena 
siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia 
tidak dikenakan iuran itu”. 
 
 
Definisi  di  atas  mengartikan  retribusi  sebagai  pembayaran  
atas  jasa  kepada Negara yang dilakukan oleh pengguna jasa 
tersebut. Penekanan pada pengertian tersebut adalah jasa, artinya 
pemungutan retribusi berdasarkan atas tersedianya jasa  oleh  
Negara.  Selain  itu,  ada  unsur  paksaan  dalam  pembayaran  




Mengenai  konteks  daerah,  retribusi  tidak  hanya  
pembayaran  jasa  tetapi juga berkaitan  dengan  pembayaran  atas  
pemberian  izin.  Ahmad  Yani  (2002:55) menyatakan Retribusi 
Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa  atau  
pemberian  izin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau  
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan. 
Panitia  Nasrum  (dalam  Josef  Riwu  Kaho,  2003:170)  
menjelaskan  secara spesifik bahwa : 
“Retribusi  Daerah  adalah  pungutan  daerah  sebagai  
pembayaran  pemakaian atau  karena  memperoleh  jasa  
pekerjaan,  usaha  atau  milik  daerah untuk kepentingan  
umum,  atau  karena  jasa  yang  diberikan  oleh  daerah  baik 
langsung maupun tidak langsung”. 
 
Kesimpulan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat 
diketahui beberapa ciri pokok retribusi daerah yaitu : 
1) Retribusi dipungut oleh daerah. 
2) Retribusi  dikenakan  kepada  siapa  saja  yang  
memanfaatkan  jasa  yang disediakan oleh daerah. 
Retribusi  daerah  mempunyai  keunggulan  jika  
dibandingkan  dengan  sektor penerimaan  daerah  yang  bersumber  
dari  pajak,  yaitu  pos-pos  penerimaan retribusi  dapat  diadakan  
sebanyak mungkin  selama  pemerintah  daerah menyediakan  jasa  
atas  retribusi,  dengan  mempertimbangkan  kelayakan  objek 
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retribusi berdasarkan nilai sosial ekonomi. Artinya, penerimaan 
sektor retribusi akan dapat optimal apabila pemerintah daerah 
mampu menggalinya. Josef Riwu Kaho  (2003:176),  dalam  bukunya  
yang  berjudul Prospek  Otonomi  Daerah  di Negara Republik 
Indonesia mengemukakan : 
“secara umum, keunggulan utama sektor retribusi 
atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi 
berdasarkan pada kontraprestasi, dimana tidak ditentukan  
secara  liminatif  seperti  halnya  sektor  pajak.  Pembatasan  
utama bagi  sektor  retribusi  adalah  terletak  pada  ada  atau  
tidaknya  jasa  yang disediakan  pemerintah  daerah.  Oleh  
sebab  itu,  sebenarnya  pemerintah daerah dapat saja 
mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jas 
itu”. 
 
Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud 
dengan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau peberian izin yang khusus disediakan  
atau  diberikan  oleh  pemerintah daerah  untuk  kepentingan orang 
pribadi atau badan. 
2.3.2 Jenis Retribusi Daerah 
Menurut Ahmad Yani (2002:56), Jenis Retribusi Daerah 
meliputi : 
1) Retribusi  Jasa  Umum  adalah  retribusi  atas  jasa  yang  
disediakan  atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan 
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 
2) Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  jasa  yang  disediakan  oleh  
pemerintah  daerah dengan  menganut  prinsip  komersial  
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karena  pada  dasarnya  dapat  pula disediakan oleh sektor 
swasta. 
3) Retribusi  Perizinan  Tertentu  adalah  retribusi  atas  kegiatan  
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada 
orang pribadi atau badan  yang dimaksudkan untuk pembinaan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan  atas  kegiatan  
pemanfaatan ruang,  penggunaan  sumber  daya alam, barang, 
prasarana, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
 
2.3.3 Subjek dan Objek Retribusi Daerah 
Menurut Ahmad Yani (2002 : 56), Subjek Retribusi Daerah 
meliputi : 
1) Subjek  Retribusi  Umum  adalah  orang  pribadi  atau  badan  
yang menggunakan/menikmati  pelayanan  jasa  umum  yang  
bersangkutan Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa 
umum. 
2) Subjek  Retribusi  Jasa  Usaha  adalah  orang  pribadi  atau  
badan  yang menggunakan/menikmati  pelayanan  jasa  usaha  
yang  bersangkutan. Subjeknya dapat berupa wajib retribusi jasa 
usaha. 
3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau 
badan  yang memperoleh  izin  tertentu  dari  pemerintah  




Sedangkan Objek Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani 
(2002:56) meliputi : 
1) Objek  retribusi  Jasa  Umum  adalah  pelayanan  yang  
disediakan  oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 
dan kemanfaatan umum serta dapat  dinikmati  oleh orang  
pribadi  atau  badan.  Pelayanan  yang  termasuk jasa  umum  
yaitu  retribusi  pelayanan  kesehatan,  retribusi  pelayanan 
persampahan/kebersihan,  retribusi  penggantian  biaya  Cetak  
Kartu  Tanda Penduduk  dan  Akte  Catatan  Sipil,  retribusi  
pelayan  pemakaman,  retribusi pelayanan  pasar,  retribusi  
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pengujian  kendaraan  bermotor,  retribusi pemeriksaan  alat  
pemadam  kebakaran,  retribusi  penggantian  biaya  cetak peta, 
retribusi pengujian kapal perikanan, dan retribusi pelayanan 
parker di tepi jalan umum. 
2) Objek  Retribusi  Jasa Usaha  adalah  pelayanan  yang  
disediakan  oleh pemerintah  daerah  dengan  menganut  prinsip  
komersial.  Pelayanan  yang termasuk  retrribusi  jasa  usaha  
meliputi  retribusi  pemakaian  kekayaan daerah,  retribusi  pasar  
grosir  dan/atau  pertokoan,  retribusi  tempat pelelangan,  
retribusi  terminal,  retribusi  tempat  khusus  parkir,  retribus 
tempat  penginapan  /  pesanggrahan  /  villa,  retribusi  
penyedotan  kakus retribusi  rumah  potong  hewan,  retribusi  
pelayanan  pelabuhan  kapal retribusi  tempat  rekreasi  dan  
olahraga,  retribusi  penyebrangan  di  atas  air retribusi 
pengolahan limbah cair, retribusi penjualan produksi usaha 
daerah. 
3) Objek Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah 
daerah dala rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau 
badan yang dimaksudka untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian, dan pengawasan atas kegiata pemanfaatan 
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, ata 
fasilitas  tertentu,  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan  
menjaga kelestarian lingkungan. Pelayanan yang termasuk 
retribusi perizinan tertentu meliputi  izin  mendirikan  bangunan,  
izin  tempat  penjualan  minuman beralkohol, izin gangguan, izin 
trayek, dll. 
Prinsip  dan  sasaran  dalam  penetapan  tarif  retribusi  
didasarkan  pada  jenis retribusi  yang  ada.  Retribusi  jasa  umum  
tarifnya  didasarkan  pada kebijaksanaan  daerah  dengan  
memperhatikan  biaya  penyediaan  jasa  yang bersangkutan, 
kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha 
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak 
sebagaimana keuntungan  yang  pantas  diterima  oleh  pengusaha  
swasta  sejenis  yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada 
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harga pasar. Sedangkan retribusi perizinan tertentu tarifnya didasarkan 
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 
2.4 Tinjauan dari Peran Pemerintah 
Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki 
peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam 
melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap 
yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang 
kehidupan sosialnya. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan 
pengertian peran sebagai berikut: 
a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia 
adalah pemain sandiwara atau pemain utama. 
b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam 
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran 
yang diberikan 
c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 
Peran merupakan aspek yang dinanis dalam kedudukan (status) 
terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan 
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suatu peran (Suharto, 2006). Konsep tentang peran (role) menurut 
Komarudin (1994) yakni sebagai berikut : 
a) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh 
manajemen 
b) Pola prilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status 
c) Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata 
d) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 
karakteristik yang ada padanya  
e) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 
Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang 
dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa 
(Poerwadarminta, 1995).  Ditinjau dari perilaku organisasi menurut 
Oswald, mossholder dan harris dalam bauer, 2003:58 mengemukakan 
bahwa peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial 
organisasi, selain norma dan budaya organisasi.  di sini secara umum 
‘peran’ dapat didefinisikan sebagai “expectations about appropriate 
behavior in a job position (leader, subordinate)”.  Ada dua jenis 
perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) role 
perception: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu 
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diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman 
atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan 
dari orang tersebut, dan (2) role expectation: yaitu cara orang lain 
menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu.  Dengan peran 
yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu 
komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu 
untuk bekerja.  Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan 
bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas. 
Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam 
melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa 
peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang 
melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya 
maka ia telah melakukan sebuah peranan. 
2.5 Tinjauan dari Implementasi kebijakan 
Untuk mengukur apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak 
tentunya dilihat dari apakah tujuan kebijakan itu tercapai atau tidak 
sebaliknya dikatakan tidak berhasil kalau tujuan kebijakan tidak 
tercapai. Kegagalan sebuah kebijakan seringkali dikarenakan 
kebijakan tersebut tidak dapat diimplentasikan.  
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Berdasarkan pendapat Dunn, implementasi suatu kebijakan 
publik merupakan proses yang inheren dengan kebijakan publik itu 
sendiri. Artinya implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses 
yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan 
kebijakan publik yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, Merilee S. 
Grindle mengatakan implementasi memiliki tugas“... to establish a link 
that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of 
governmental activity” (Grindle,1980, hal.6). Implementasi merupakan 
sebuah jembatan yang menghubungkan antara tujuan kebijakan publik 
dengan realitas yang diinginkan. Implementasi menurut Pressman dan 
Wildavsky adalah“to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete” 
(Nakamura,et.al, 1980, Hal.13). 
Apabila proses implementasi telah berjalan, maka diharapkan 
akan muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (effect) dan dampak 
akhir (impact). Hasil segera adalah pengaruh atau akibat jangka 
pendek yang dihasilkan oleh suatu implementasi kebijakan, 
sedangkan dampak kebijakan adalah sejumlah akibat yang dihasilkan 
oleh implementasi kebijakan melalui proses jangka panjang. Hasil 
segera dan dampak yang ditimbulkan akan sangat berguna untuk 
menilai implementasi dari suatu kebijakan. Tidak semua kebijakan 
berhasil dilaksanakan secara sempurna karena implementasi 
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kebijakan pada umumnya lebih sukar daripada sekedar 
merumuskannya. 
Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh 
banyak variable atau faktor, dan masing-masing variable tersebut 
saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan yang digunakan 
dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang penelitian ini 
adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwars III bahwa 
implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah 
pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi tersebut 
berhasil, menurut Geoge C. Edwards III ada empat variable dalam 
kebijakan publik yaitu Komunikasi (communications), sumber daya ( 
Reseources), sikap (disposition), dan struktur birokrasi (bereucratic 
structure). 
a. Komunikasi (communications), Kejelasan ukuran dan tujuan 
kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat 
dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari 
ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga 
implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan 
kebijakan itu. 
b. Sumber Daya (reseources), Komponen sumberdaya ini meliputi 
jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan 
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dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan 
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, 
adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat 
diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya 
fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan 
kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. 
c. Sikap (Disposition), Salah satu faktor yang mempengaruhi 
efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Ada 
tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; 
kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk 
merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan 
intensitas dari respon tersebut. 
d. Struktur Birokrasi (bereucratic structure), bertugas 
mengimplementasikan kebijakan memilki pengaruh yang 
signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari 
aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya 
prosedur operasi yang standar (standard operating procedures 




Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek 
yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu: 
1) Kepentingan.  
Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali 
menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya 
terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), 
sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan 
kelompok lain (looser), (Agus Dwiyanto,2000). 
Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-
orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan 
complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin 
besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan 
publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian 
pula sebaliknya. 
2) Azas manfaat 
Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah 
menyelesaikan persoalan-persoalan, walaupun tidak bisa dikatakan 
seluruh persoalan, karena keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk 
kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi 
lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam 
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masyarakat.Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya 
kebijakan sebagai upaya intevensi pemerintah harus bermanfaat bagi 
masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi 
pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek 
bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan 
publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih 
mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama 
implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam 
proses implementasi lebih lanjut. 
3) Budaya 
Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan 
publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, 
maksudnya sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau 
masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan 
terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi 
perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat lain sebagainya. 
Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. 
Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut 
perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan 
seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan 
pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. 
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4) Aparat pelaksana 
Aparat pelaksana atau implementor merupakan factor lain yang 
menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak 
diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan 
penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan 
bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan 
sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat 
mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan 
dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan 
agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang. 
Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya 
mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang menjamin 
transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku 
aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses 
implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama 
menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan 
khusus. 
5) Anggaran 
Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika 
didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk 
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dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan 
untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang 
disebut Dari kedua pendapat ahli diatas terkait dengan faktor-faktor 
penghambat Implementasi Kebijakan, maka penulis menjadikan pendapat 
dari Darwin (1999) sebagai faktor-faktor penghambat Implementasi 
Kebijakan yaitu : 
1. Kepentingan 
2. Azas manfaat 
3. Budaya 
4.  Aparat pelaksana 
5. Anggaran 
Karena sangat sesuai dengan kondisi dan keterbutuhan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
2.6 Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah 
2.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain 
asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Di dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah 
Pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari : 
Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : 
a. pajak daerah. 
b. Hasil retribusi daerah. 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 
d. Lain-lain PAD yang sah. 
a) Dana Perimbangan, dan 
b)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
  2.5.2 Pentingnya Pendapatan Asli Daerah 
Dalam penerimaan sumber keuangan, selain daerah diberi 
sumber-sumber keuangan dari pusat, daerah juga diberi kewenangan 
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untuk menggali potensi daerahnya dengan sumber keuangan dan 
memanfaatkannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat daerahnya, artinya daerah diwajibkan untuk menggali 
sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya dengan 
menggunakan keuangannya sendiri, menunjukan sampai seberapa jauh 
daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri tanpa 
tergantung dari bantuan pemerintah pusat dalam membiayai 
kepentingan rutin, oleh karena itu daereah harus berusaha semaksimal 
mungkin menggali sumber-sumber pembiayaan dari pendapatan asli 
daerahnya sendiri.  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan 
dalam arti sempit, karena dari semua sumber-sumber pendapatan 
hanya sebagian saja yang merupakan pendapatan asli daerah. 
Contohnya adalah penerimaan dari pungutan pajak, retribusi daerah, 
hasil perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber 
pendapatan asli daerah (PAD) yang digali atau dihasilkan oleh daerah 
yang bersangkutan yang merupakan pendapatan daerah yang sah, 
dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli 
daerah sah satu kriteria dalam menentukan kemampuan daerah untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri. Mampu dalam arti sempit adalah 
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sejauh mana darah dapat menggali sumber keuangannya sendiri tanpa 
tergantung dari pemerintah pusat. 
2.7 Potensi Sektor Kelautan Dan Perikanan 
Salah satu sumber daya alam hayati Indonesia terletak di 
bidang perikanan baik itu dari perikanan laut (ikan tangkap) termasuk di 
dalamanya bermacam-macam kegiatan seperti menyimpan, 
mendinginkan, mengawetkan maupun mengelolanya yang kemudian 
diekspor ke luar negeri, dilihat dari perikanan darat (tambak, waduk, 
jaring, rawa dan sejenisnya). Kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan 
komersil yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan bagi 
manusia. Definisi perikanan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 
2004 tentang perikanan pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan 
sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, 
pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam 
suatu sistem bisnis perikanan. Sektor perikanan seharusnya menjadi 
andalan dalam pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang 
mendapatkan perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam 
perekonomian Indonesia masih kecil. Pembangunan di sektor kelautan 
dan perikanan, tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara 
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untuk menghilangkan kemiskinan dan pengangguran. Usaha untuk 
mencapai tujuan pokok pembangunan perikanan yaitu untuk : 
1. Peningkatan produksi dan produtivitas. 
2. Peningkatan kesejahteraan petani ikan (nelayan) melalui perbaikan 
pendapatan. 
3. Penyediaan lapangan kerja. 
4. Menjaga kelestarian sumber daya hayati perikanan. 
5. Pola manajemen dalam pengelolaan sumber daya ikan. 
Wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia untuk 
penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : 
1. Perairan Indonesia 
2.  ZEE 
3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat 
diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di 
wilayah republik Indonesia. 
Wilayah diatas mengandung sumber daya ikan dan lahan 
pembudidayaan ikan yang potensial, semua itu merupakan berkah dari 
Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan pada bangsa Indonesia yang 
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memiliki falsafah hidup pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Tahun 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. 
2.8 Kerangka Pikir 
Indonesia memiliki kekayaan hayati yang teramat banyak potensi 
ini adalah aset yang paling berharga dan harus dijaga untuk menjamin 
kelangsungan rakyat indonesia guna memenuhi kebutuhan jasmani disisi 
lain juga sangat mempengaruhi kondisi ekonominya, salah satu sektor 
yang paling potensial di indonesia adalah sektor kelautan dan perikanan 
dan banyak hal  yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi 
tersebut.  
Sektor perikanan seharusnya menjadi andalan dalam 
pembangunan Indonesia, namun selama ini kurang mendapatkan 
perhatian sehingga kontribusi dan pemanfaatannya dalam perekonomian 
Indonesia masih kecil. Pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, 
tidak boleh dipandang sebagai hanya sebagai cara untuk menghilangkan 
kemiskinan dan pengangguran. 
Dalam UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan 
jelas dikatakan bahwa setiap daerah berhak mengatur dan mengelolah 
potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan 
didaerah tersebut, hal ini juga mencakup dari potensi sektor kelautan dan 
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perikanan. Maka setelah diberlakukannya UU 32 tahun 2004 pemerintah 
Kabupaten Majene dengan sigap menanggapi kebijakan tersebut dengan 
dibuatnya perda no 7 tahun 2008 tentang Usaha kelautan dan perikanan, 
dalam peraturan daerah ini menjelaskan tentang macam-macam usaha 
yang dilakukan untuk memanfaatkan segala sektor kelautan dan 
perikanan yang diikuti dengan dibuatnnya perda No. 8 tahun 2008 
tentang Retribusi Izin usaha kelautan dan perikanan yang telah direvisi 
menjadi perda No 18 tahun 2014 tentang Retribusi izin Usaha kelautan 
dan perikanan, dalam perda ini mengatur tentang bagaimana dari 
retribusi isin usaha sebagai tindak lanjut dari perda sebelumnya.  
Mengacu kepada perda No 7 tahun 2008 tentang uasaha 
kelautan perikanan maka dilakukanlah beberapa usaha guna 
pemanfaatan potensi pada bidang perikanan. Jenis-jenis Usaha yang 
dimaksud Perda No 7 tahun 2008 yakni; 
Pasal 2 
Usaha kelautan terdiri atas : 
a. Usaha Penangkapan ikan; 
b. Usaha Pembudidayaan; 
c. Usaha kegiatan menyimpan, mendinginkan atau 
mengawetkan ikan untuk tujuan komersil. 
 
Pasal 3 
Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 2 huruf b meliputi jenis 
kegiatan : 
a. Membudidayakan ikan di air tawar; 
b. Pembudidayaan ikan di air payau; dan atau 
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c. Pembudidayaan ikan di laut. 
Untuk mengatur bagaimana sektor kelautan dan perikanan 
memberikan kontribusi kepada PAD maka ada dibuatlah perda yang 
mengatur tentang alur retribusi dari sektor kelautan dan perikanan. Dalam 
hal ini ada beberapa alur sehingga daerah mendapat kontribusi 
pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan, prinsip yang dianut dalam 
penetapan struktur dan besarnya tarif pada Perda No 18 tahun 2014 
tentang retribusi usaha kelautan dan perikanan, yakni; 
Pasal 7  
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.  
(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di 
lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak 
negatif dari pemberian izin usaha perikanan.  
 
Melihat dari perda diatas bahwa sudah jelas bagaimana sektor 
kelautan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Baik 
itu dari jenis usaha perikanannya maupun dari alurnya sehingga sektor 
tersebut berpengaruh terhadap PAD kabupaten Majene. Akan tetapi 
belum sepenuhnya membahas tentang bagaimana alur masuk kontribusi 
tersebut, penelitian ini juga akan membahas mencari tahu bagaimana 
pengelolaan pada sektor kelautan dan perikanan, faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengeloaan sektor tersebut.  
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Berangkat dari dua perda di atas, pada penelitian ini  akan 
membahas tentang bagaimana pengelolaan sektor kelautan dan 
perikanan dari perencanaan, pengorganisasiannya, aktualisasi, sampai 
pada bagaimana pengewasan dari pada perencanaan tersebut. Apabila 
Proses pengelolaan potensi sumber daya pada suatu daerah terkelola 
dengan baik maka akan memberikan kontribusi yang besar terhadap 
pendapatan daerah. Sehingga potensi yang dimiliki daerah tidak 
terbuang secara percuma. 
Setelah mengetahui bagaimana Proses pengelolaan potensi 
sumber daya alam, selanjutnya penelitian ini akan lebih mengarah 
kepada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terlaksana atau 
tidaknya perencanaan tersebut. Pada penelitian ini akan lebih mengarah 
kepada Peranan pemerintah dalam mengelola potensi sektor kelautan 
dan perikanan. Apakah potensi sektor tersebut sudah terkelola 
sebagaimana mestinya atau belum terkelola. Selain itu penelitian ini tidak 
hanya akan melihat sebatas bagaimana peran pemerintahnya akan tetapi 
bagaimana implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan. apakah 
kebijakan tersebut mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan 
kualitas sektor tersebut sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli 




2.1 Skema Kerangka Pikir 
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Pada bab ini penullis akan membahas mengenai metode 
penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini 
menggunkan metode penelitian deskriptif yakni penelitian yang digunakan 
untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek yang akan diteliti. 
tekhnik pengumpulan data yang akan digunakan penulis yakni dengan 
wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan judul penilitian 
dari penulis. 
3.1 Tipe Dasar Penelitian 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan metode 
eksplanasi yakni penulis akan menggambarkan dan menganalisis segala 
potensi yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yang ada 
dikabupaten Majene dan bagaimana proses pengelolaannya. Dalam 
penelitian ini pebulis juga akan menjelaskan apakah sektor kelautan dan 
perikanan dikabupaten Majene memberikan kontribusi kepada 
peningkatan PAD di Kabupaten Majene.  
Salah satu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif analitis. Deskriptif analisis data yang diperoleh seperti 
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pengamatan, hasil wawancara, analisis dokumen, catatan lapangan yang 
disusun oleh peneliti dan tidak dituangkan dalam angka. 
Penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan 
untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian 
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang 
ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian 
dilakukan. 
3.2 Sumber Data 
Dalam penelitian ini penulis mengguanakan dua sumber data 
sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. 
Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang 
penulis gunakan. 
1. Data Primer 
Data primer adalah data empirik yang diperoleh langsung dari 
lapangan. Data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan 
beberapa pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan 
bersedia membarikan data dan informasi yang dibutuhkan yang relevan 
dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau instansi 
yang terkait dalam penelitian. 
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2. Data sekunder 
Selain data primer yang dimaksudkan, juga aka digunakan data 
sekunder sebagai penunjang dan pelengkap dari data primer. Data 
sekunder lainnya diperooleh dari hasil telaah dari bacaan ataupun kajian 
pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang 
sedang diteliti, internet, dokumen, dan laporan yang bersumber dari 
lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
3.3 Tekhnik Pengumpulan Data 
Ada beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan 
dalam penelitian ini, Misalnya : 
1. Wawancara mendalam 
 Wawancara mendalam yang akan dilakukan penulis adalah 
dengan cara mewawancarai langsung informan yang paham dengan 
masalah yang sedang diteliti. Peneliti melakukan pengumpulan data 
dengan cara wawancara mendalam mengguanakan pedoman 
wawancara (interview guide) agar wawancara yang dialakukan tetap 
berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan 
akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. Informan yang dipilih adalah 
informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan yang 
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dimaksud. Pemilihan informan dapat berubah dan berkembang sesuai 
dengan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti agar 
memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir apabila peneliti 
sudah merasa data yang dibutuhkan sudah cukup untuk menjawab 
permasalahan yang diteliti. Adapun beberapa yang menjadi sasaran 
untuk menjadi narasumber bagi penelitian ini ialah : 
a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene 
b. Kepala Seksi Izin Usaha Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Majene 
c. Bendahara Pengelolaan Retribusi Izin Usaha Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Majene 
d. Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene 
e. Masyarakat yang terbagi menjadi 3 yakni : 
1. Pemilik Usaha penangkapan Ikan 
2. Pemilik Usaha Budidaya Ikan 
3. Pemilik Usaha Pengolahan Ikan 
2. Dokumen dan Arsip 
 Pada penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana 
peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, 
dan jurnal. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan 
data yang berasal dari sumber non-manusia. Dokumen berguna 
karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai 
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pokok penelitian. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang 
berkaitan dengan fokus penelitian yang merupakan salah sumber data 
yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah 
dokumen tertulis, gambar/foto, atau film audio-visual, data statistik, 
laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan-tulisan ilmiah. 
3.4 Defenisi Operasional 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini antara lain :  
a. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan terhadap retribusi sektor kelautan 
dan perikanan sesuai dengan perda No 18 tahun 2014 tentang 
retribusi usaha kelautan dan perikanan 
b. Retribusi yang dimaksud yakni sesuai dengan pasal (2) perda No 18 
tahun 2014 tentang retribusi usaha kelautan dan perikanan 
c. Sektor kelautan dan perikanan, yang dimaksud adalah Sektor 
Kelautan dan perikanan yang dimaksud sesuai dengan Perda No 7 
tahun 2008 tentang usaha kelautan dan perikanan. 
d. Faktor yang mempengaruhi, yang dimaksud dalam hal ini seperi 
yang dikemukakan oleh Charles Edwars III bahwa hal yang 
mempengaruhi pelaksanaan implementasi dari suatu kebijakan 
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ialah Komunikasi, Sumber daya, Sikap, dan struktur birokrasi. Baik 
faktor yang dimasksudkan menjadi pendukung maupun 
penghambat dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan di 
Kabupaten Majene. 
e. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan 
yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor  yang 
dimaksud adalah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten 
Majene 
3.5 Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh 
dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada. Proses analisa data 
dilakukan melalui tahapan, yakni identifikasi menurut kelompok tujuan 
penelitian, mengolah dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan 
abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Penyajian data dalam 
bentuk table, skema, graik, maupun dalam bentuk narasi. 
Sekalipun dalam penelitian ini memperoleh data kuantitatif, seperti 
dikemukakan meleong, semata-mata dimaksudkan untuk mengukur 
kontinuitas masalah, mempermudah dan mempertajam analisis empiris. 
Analisis data penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, 
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menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 
pola, memilih mana yang paling penting dan mana yang akan dikaji sehigga 
























4.1 Profil dan Geografis Daerah Penelitian 
Untuk  mengetahui  lebih  jauh  mengenai  daerah  penelitian,  penulis 
kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat 
memberikan  andil  dalam  pelaksanaan  penelitian  terutama  pada  saat 
pengambilan  data,  dalam  hal  ini  untuk  menentukan  teknik  pengambilan 
data  yang  digunakan  terhadap  suatu  masalah  yang  diteliti.  Di  sisi  lain 
pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data 
dapat  memudahkan  pelaksanaan  penelitian  dengan  mengetahui  situasi 
baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat 
sebagai objek penelitian. 
Berdasarkan bentuk wilayah kabupaten sebagai wilayah daratan yang 
memanjang dari selatan ke utara, tentunya akan berimplikasi terhadap 
kebijakan dan program pembangunan serta konsep penataan ruangnya 
secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dan kegiatan 
pembangunan harus dapat diselaraskan dengan bentuk dan aksesibilitas 
kawasan terhadap pusat-pusat pengembangan. Perencanaan kawasan 
pesisir dan wilayah daratan tidak hanya dipandang sebagai suatu 
perencanaan kawasan yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga laut 
dianggap sebagai pembatas (constrain) dalam dinamika perkembangannya. 
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Secara geografis Kabupaten Majene terletak antara 200 38’ 45” 
– 300 38’ 15” Lintang Selatan dan antara 1180 45’ 00” - 1190 4’ 45” 
Bujur Timur. Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 5 
kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang 
terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari 
Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Propinsi 
Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. 
Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km2 atau 5,6% 
dari luas Propinsi Sulawesi Barat 16.990,77 Km², terdiri atas 8 
kecamatan dan 20 Kelurahan serta 62 desa. Adapun kecamatan di 
Kabupaten Majene adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae 
Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan 
Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan 
Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Pada dasarnya wilayah 
Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah sekitarnya ini 
dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene secara administrative.  
Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan 
wilayah-wilayah berikut : 
• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju 
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali    
Mandar dan Mamasa 
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar 
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• Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 
Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas 
dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km² atau 
48,10%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km2 
atau 19,81%, sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil 
adalah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, dengan luas wilayah 
masing-masing adalah Kecamatan Banggae 25,15 km² atau 2,65% dan 
Kecamatan Banggae Timur 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene. 
Berdasarkan klasifikasi bentang lahan Kecamatan Banggae dan 
Banggae Timur  merupakan  wilayah  yang  relatif  lebih  datar,  sedangkan  
wilayah kecamatan  lainnya  lebih  dominan  berupa  wilayah  berbukit  dan 
pegunungan.  Berdasarkan  klasifikasi  wilayah  menurut  kelas  ketinggian 
tempat  dari  permukaan  laut,  wilayah  Kabupaten  Majene  yang  berada 
pada  kelas  ketinggian  100  -  500  m  dpl  mencapai  38,7%  luas  wilayah 
kabupaten dan yang berada pada ketinggian 500  -  1000 m dpl mencapai 
35,98%.  
Kondisi  iklim  wilayah  Kabupaten  Majene  dan  sekitarnya  secara  
umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan 
sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya 
berbatasan dengan  laut  lepas  (Selat  Makassar  dan  Teluk  Mandar).  
Kondisi  iklim  di Kabupaten Majene  memiliki rata-rata temperatur berkisar 
270 C, dengan suhu  minimum  220  C  dan  suhu  maksimum  300  C.  
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Jumlah  curah  hujan berkisar antara 1.148  –  1.653 mm/tahun dan jumlah 
hari hujan 167-199 hari/tahun. (RPJMD Kab.Majene 2012-2016). 
Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran asministratif Kabupaten 
Majene dapat dilihat pada gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Majene 
yang diambil dari Dokumen RTRW Kabupaten Majene dibawah ini. 
Gambar 4.1 




















4.1.1 Segi Pemerintahan 
Berdasarkan  Perda  Bupati  Majene No.7  Tahun  2012  dan  
No.8  Tahun  2012, tanggal  6  Desember  2012  tentang  Pemekaran  
Desa/Kelurahan,  maka  sejak tahun 2014  Kabupaten Majene 
mengalami pemekaran wilayah dari 40 desa/kelurahan menjadi  82  
desa/kelurahan.  Sehingga secara  administratif  Kabupaten  Majene 
terdiri dari 8 kecamatan, 82 desa/kelurahan dan  361  SLS  (Satuan  
Lingkungan Setempat)  yang  terbagi  dalam  257  dusundan 104 
lingkungan.Kabupaten  Majene  memiliki  25 Anggota  DPRD  yang  
mana  sebagian anggota DPRD tersebut berasal dari Partai Amanat  
Nasional  (PAN)  yaitu  sebanyak  4 orang.  Partai  berikutnya  yang  
paling banyak  mendudukkan  anggotanya  di DPRD  adalah  Partai  
Demokrat    dengan Perolehan  3  Kursi.  Jika  dirinci  menurut jenis  
kelamin,  keterwakilan  perempuan  di DPRD  Kabupaten  Majene  
masih  terbilang sedikit.  Sebanyak  4  orang  anggota  DPRD berjenis 
kelamin wanita sedangkan sisanya 21 orang berjenis kelamin laki-laki. 
Tabel 4.1 
Jumlah  Desa/Kelurahan   Menurut  Kecamatan  di 
Kabupaten Majene, 2014 
NO KECAMATAN DESA KELURAHAN 
1 BANGGAE 2 6 
2 BANGGAE TIMUR 1 8 
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3 PAMBOANG 13 2 
4 SENDANA 14 2 
5 TAMMERO’DO 7 0 
6 TUBO SENDANA 7 0 
7 MALUNDA 10 2 
8 ULUMANDA 8 0 
Sumber : Rekapitulasi Kecamatan dalam Angka 2014 




Jumlah  Anggota  DPRD  Menurut  Komisi  dan  Jenis  
Kelamin di Kabaputaten Majene, 2014 
NO KOMISI LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 PIMPINAN 3 0 3 
2 KOMISI A 5 1 6 
3 KOMISI B 7 2 9 
4 KOMISI C 6 1 7 
 Sumber : Sekertariat DPRD Kabupaten Majene 








4.1.2  Penduduk dan Ketenaga Kerjaan 
Berdasarkan  hasil  proyeksi penduduk,    penduduk  Majene  
pada tahun  2014  sebesar   161.132  jiwa. Jumlah penduduk terbesar 
terdapat di dua  kecamatan  yaitu  Kecamatan Banggae  dengan  
penduduk  sebesar 39.865  jiwa (24,74%) dan Kecamatan Banggae  
Timur  dengan  penduduk sebesar  30.341  jiwa  (18,83%). Menurut  
jenis  kelamin,  tercatat penduduk laki-laki sebesar 78.607 jiwa 
(48,78%)  sedangkan  penduduk perempuan sebesar  82.525  jiwa 
(51,22%). 
Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio  jenis  kelamin/sex  
Ratio  (SR) penduduk adalah sekitar  95,25 artinya untuk  setiap  100  
penduduk perempuan  terdapat  95  atau  96 penduduk laki-laki. 
Dengan  perkataan  lain,  komposisi penduduk  Kabupaten  Majene 
berdasarkan jenis kelamin, lebih besar jumlah  penduduk  perempuan 
dibandingkan    penduduk  laki-laki. 
Berdasarkan  hasil  Survei Angkatan  Kerja   Nasional  
(Sakernas) Agustus  2014  seperti  ditunjukkan pada  Tabel  3.3.2,  
diketahui persentase  angkatan  kerja  sebesar 67,31%  dengan  
rincian  penduduk bekerja  sebesar  67,46%  dan pengangguran 
sebesar  2,06% . Untuk penduduk yang bukan angkatan kerja sebesar  
32,54%  dirinci  sebesar 11,84%  untuk  penduduk  bersekolah, 
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17,60%  untuk  yang  mengurus  rumah tangga dan sebesar 3,10% 
lainnya. 
Tabel. 4.3 
Jumlah  Penduduk  dan  Rasio  Jenis  Kelamin  di 




KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 BANGGAE 19.626 20.239 39.865 96,97 
2 BANGGAE TIMUR 14.579 15.744 30.341 92,71 
3 PAMBOANG 10.563 11.299 21.862 93,49 
4 SENDANA 10.599 11.552 22.151 91,75 
5 TAMMERO’DO 5492 5726 11.218 95,91 
6 TUBO SENDANA 4306 4432 8738 97,16 
7 MALUNDA 8975 9174 18.149 97,83 
8 ULUMANDA 4449 4359 8808 102,06 
Sumber : BPS Kabupaten Majene 
 
 
4.1.3 Kondisi Sosial 
a. Pendidikan 
Pembangunan  bidang Pendidikan  untuk  mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia ( SDM ) suatu daerah akan  
menentukan  karakter  dari  pembangunan ekonomi  dan  sosial,  karena  
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manusia  adalah  pelaku  aktif  dari  seluruh  kegiatan tersebut. Dari  tahun  
ketahun  partisipasi seluruh  masyaraakat  dalam  dunia pendidikan  semakin  
meningkat  hal  ini berkaitan  dengan  berbagai  program pendidikan  yang  
dicanangkan  pemerintah untuk  lebih  meningkatkan  kesempatan 
masyarakat  untuk  mengenyam  bangku pendidikan. 
Hingga  tahun  2014    di Kabupaten  Majene  terdapat  196  unit 
SD/MI,  56  unit  SLTP/MTs,  dan  35  unit SLTA/Sederajat.  Sedangkan  
Jumlah tenaga  pengajar  untuk  tingkat  SD/MI sebanyak  2.473  guru,  
tingkat  SLTP/MTs sebanyak  994  guru,  dan  tingkat SLTA/Sederajat  
sebanyak  893  guru. Jumlah  murid  SD/MI  sebanyak  25.530orang,  
SLTP/MTs  sebanyak  9.516  orang, dan untuk SLTA/Sederajat sebanyak  
9.133 orang. 
TABEL. 4.4 
Jumlah  Sekolah,   Guru  dan  Murid  SD/  MI,  SLTP/  MTS, 








1 SD 117 2128 23.546 11,06 
2 MI 19 345 1948 5,75 
3 SLTP 33 594 7056 11,88 
4 MTS 23 400 2460 6,15 
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5 SLTA 7 249 3242 13,02 
6 SMK 15 433 4560 10,53 
7 MA 13 211 1331 6,31 
Sumber : Dinas Pendidikan dan Dep Agama Kabupaten Majene. 
 
Tabel 4.5 
Jumlah  Sekolah,  Guru  dan  Murid  Taman  Kanak-Kanak  
Serta Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Kecamatan di  
Kabupaten Majene , 2014 
N
O 




1 BANGGAE 12 99 740 7,47 
2 BANGGAE TIMUR 20 167 1074 6,43 
3 PAMBOANG 25 121 809 6,69 
4 SENDANA 20 99 666 6,73 
5 TAMMERO’DO 9 48 383 7,98 
6 TUBO SENDANA 10 18 354 19,67 
7 MALUNDA 12 59 581 9,85 
8 ULUMANDA 5 29 118 4,07 




Pada  tahun  2014  di  Kabupaten Majene  terdapat   Rumah  sakit  =  
1, Puskesmas  =  11,  Pustu  =  34,  Unit puskesmas  keliling  roda  4  =  13  
unit  dan roda 2 = 150 unit.Jumlah  tenaga  kesehatan  pada tahun 2014 
antara lain : Dokter Umum = 12orang, Dokter Gigi = 8  orang, Dokter Ahli = 3  
Orang,  Apotker  =  10  Orang,  Paramedis perawatan  =  218  orang, 






Jumlah  Jenis Sarana Kesehatan  Menurut  Kecamatan  di  
Kabupaten Majene, 2014 
NO KECAMATAN RSUD PUSKESMAS PUSTU KLINIK 
UNIT PUSKESMAS 
KELILING 
RODA 4 RODA 2 
1 BANGGAE 1 2 2 - 2 18 
2 BANGGAE TIMUR - 2 5 - 2 24 
3 PAMBOANG - 1 6 - 1 23 
4 SENDANA - 1 6 - 1 22 
5 TAMMERO’DO - 1 4 - 1 20 
6 TUBO SENDANA - 1 4 - 1 11 
7 MALUNDA - 1 5 - 2 20 
8 ULUMANDA - 2 2 - 3 12 




Perkembangan  pembangunan dibidang spritual dapat dilihat dari 
besarnya sarana  peribadatan  masing  –  masing agama.  Tempat  
peribadatan  umat  islam  yang  berupa  mesjid,  langgar  dan mushallah  
pada  tahun  2013  masing  – masing berjumlah 306, 49 dan 34. 
 
Tabel 4.7 
Jumlah Rumah Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten  
Majene, 2014 
NO KECAMATAN MASJID LANGGAR MUSHOLLAH GEREJA 
1 BANGGAE 41 12 6 - 
2 BANGGAE TIMUR 48 8 11 1 
3 PAMBOANG 43 13 1 - 
4 SENDANA 49 1 2 - 
5 TAMMERO’DO 30 9 3 - 
6 TUBO SENDANA 23 3 1 - 
7 MALUNDA 31 3 3 - 
8 ULUMANDA 41 - 7 - 





4.2  POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
Potensi  produksi  perikanan  tangkap  yang  disajikan  pada  gambar  
di bawah  merupakan  gambaran  trend  produksi  yang  direalese  sejak  
tahun 2010 sampai tahun 2013. Data produksi yang disajikan adalah 
merupakan data  produksi  yang  dianggap  potensial  untuk  dikembangkan  
dengan produksi awal (t0) di atas 500 ton pada tahun 2010 dengan jenis ikan 
yaitu Ikan layang, ikan terbang, tongkol kromo, cakalang, tuna mata besar 
dan tuna madidihan. 
Produksi  ikan terbang pada tahun 2011 sebesar 623 ton berfluktuasi  
menurun  menjadi 533,9  ton  pada  tahun  2013.  Produksi  tongkol  kromo  
pada  tahun  2010 sebesar 970 ton berfluktuasi menurun secara signifikan 
menjadi 553,2 ton pada  tahun  2013.  Produksi  tuna  mata  besar  pada  
tahun  2010  sebesar 508 ton berfluktuasi menurun menjadi 218 ton pada 
tahun 2013. Namun produksi ikan layang pada tahun 2010 sebesar 514 ton 
dan berfluktuasi meningkat menjadi 541 ton pada tahun 2013. Hal yang sama 
juga terjadi pada  jenis  ikan  cakalang  dimana  produksi  tahun  2010  
sebesar  410  ton berfluktuasi meningkat menjadi 512,7 ton pada tahun 2013. 
Produksi tuna madidihan  yang  baru  dilakukan  pendataan  statistic  pada  





4.2.1 Gambaran  Dinamika  Pemanfaatan  Sumberdaya  Perikanan  
di Kelurahan/Desa Sentra Nelayan Di Kabupaten Majene 
a. Kelurahan Baurung 
Kelurahan  Baurung  adalah  salah  satu  kelurahan  yang  
ada  diKecamatan  Banggae  Timur.  Berada  di  sebelah  timur  
dengan  jarak kurang  lebih  sekitar  2  kilometer  dari  pusat  kota  
Majene.  Sebagian besar  penduduknya  bekerja  di  sektor  
perikanan  dengan  jenis  mata pencaharian  sebagai  nelayan  
tangkap  serta  pengolahan  dan pemasaran  hasil  perikanan. 
Pada musim angin barat yang terjadi  pada  bulan  Januari  
sampai  April  sebagian  besar  nelayan pa’bodi dan pa’gae di 
kelurahan Baurung bermigrasi ke Kendari, hal ini disebabkan  
karena  nelayan  menganggap  bahwa  pada  musim  barat  
perairan  di  Kendari  agak  teduh  dan  aman  untuk  melakukan  
trip penangkapan  ikan.  Hasil  tangkapan  yang  cukup  banyak  
yang didukung  oleh  sistem  pemasaran  ikan  yang  efektif  
dimana  banyak perusahaan  ikan  di  Kendari  yang  mampu  
membeli  hasil  tangkapan nelayan dalam jumlah yang banyak. 
Berbeda pada musim angin timur dimana  nelayan  pa’bodi  dan  
pa’gae  yang  ada  di  kelurahan  Baurung sebagian besar 
melakukan trip penangkapan ikan di wilayah perairan Mamuju  
dan  menjual  hasil  tangkapannya  kepada  pengusaha pedagang 
60 
 
ikan yang berasal dari Samarinda Dan Balikpapan dimana 
transaksi jual belinya seringkali dilakukan di tengah laut.  
Hal ini  diduga disebabkan  karena  hasil  tangkapan  ikan  
pa’bodi  dan  pa’gae  di kelurahan  Baurung  cukup  banyak  
sementara  belum  ada  perusahaan ikan  atau  pedagang  ikan  di  
Majene  yang  mampu  membeli  hasil tangkapan mereka dalam 
jumlah yang banyak. 
b. Kelurahan Pangaliali 
Kelurahan  Pangali-Ali  adalah  salah  satu  kelurahan  
pesisir  di kecamatan Banggae berjarak kurang lebih 1 kilometer 
dari pusat kota majene ke arah barat. Sebagian besar 
penduduknya bekerja di sektor perikanan tangkap dan pemasaran 
hasil perikanan.  
Kelurahan  Pangali-Ali  memiliki  3  Lingkungan  yang  
bersentuhan langsung  dengan  pesisir  yaitu  lingkungan  Pangali-
Ali  dengan  tipe nelayan Payang yang dikenal dengan sebutan 
“Panjala” dengan hasil tangkapan  ikan  Layang,  lingkungan  
Cilallang  dan  Tanangan  dengan tipe  nelayan  pemancing  ikan  
pelagis  seperti  tuna,  tongkol  dan cakalang yang dikenal dengan 
sebutan “Pa’bodi”.  
Umumnya  nelayan  di  Kelurahan  Pangali-Ali  baik  Panjala  
maupun Pa’bodi menghabiskan waktu 1 hari untuk menangkap 
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ikan namun ada juga  yang  menghabiskan  waktu  sampai  4  hari  
per-trip  jika  ikan  yang ditangkap  masih  sedikit.  Nelayan  
Panjala  dan  Pa’bodi  yang  ada  di Kelurahan  Pangali-Ali  
menangkap  ikan  di  perairan  Majene  dengan jarak sekitar 40  –  
80 mil dari daratan.  Hasil tangkapan yang berkisar 500  –  1000 
kg per-trip, kecuali perahu katinting hanya mencapai 100-150  kg  
per-trip.  Di  Kelurahan  Pangali-Ali  juga  terdapat  sekitar  5  unit 
kapal  Purse  Seine  (Gae)  yang  beroperasi  di  perbatasan  
perairan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. 
c. Kelurahan Baru 
Kelurahan  Baru  adalah  salah  satu  kelurahan  yang  
berada  di Kecamatan  Banggae  Kabupaten  Majene  yang  
terletak  sekitar  2 kilometer  ke  arah  barat  dari  pusat  kota  
Majene.  Mata  pencaharian penduduk  di  Kelurahan  Baurung  
cukup  beragam  dimana  sebagian besar  bekerja  sebagai  
nelayan  dan  petani  karena  setengah  dari wilayahnya  
bersentuhan  dengan  laut  dan  setengahnya  lagi bersentuhan 
dengan pegunungan, sebagiannya lagi bekerja di sektor jasa dan 
perdagangan. 
Nelayan Kapal Mesin Dalam (Bodi) yang ada di Kelurahan 
Baru terdiri atas nelayan payang  (Panjala)  dan nelayan pancing  
(Pa’bodi)  dimana daerah fishing groundnya sepanjang tahun 
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berada di wilayah perairan Kabupaten  Majene.  Nelayan  payang  
sering  disebut  Panjala  dalam bahasa local dimana alat 
tangkapnya menggunakan Payang.  Panjalasetiap harinya 
menangkap ikan Layang dengan menggunakan Payang namun 
seringkali di setiap akhir trip juga menggunakan pancing untuk 
menangkap  ikan  cakalang  sebagai  tangkapan  sampingan. 
Berbeda dengan  Pa’bodi  yang  hanya  menggunakan  
pancing  dalam  proses penangkapan  ikan  dimana  hasil  
tangkapannya  berupa  ikan  tuna, cakalang  dan  ikan tongkol.  
Jika  hasil  tangkapan  ikan  melimpah para istri-istri  nelayan  
menjual  hasil  tangkapan  ikan  di  luar  wilayah Kabupaten 
Majene, misalnya di Kabupaten Polewali Mandar. 
d. Kelurahan Totoli 
Kelurahan Totoli adalah salah satu kelurahan yang ada di 
Kecamatan Banggae  dimana  sebagian  besar  penduduknya  
bekerja  disektor perikanan  terutama  nelayan  penangkap  ikan  
pelagis  seperti  tuna, cakalang dan tongkol  sementara para istri-
istri nelayan yang bertugas memasarkan hasil tangkapan ikan. 
Nelayan di Kelurahan Totoli seperti yang disajikan pada table 
di atas sebagian  besar  sebagai  nelayan  Pa’bodi  dengan  hasil  
tangkapan seperti Tuna, Cakalang dan Tongkol. Hampir 
sepanjang tahun nelayan Pa’bodi  yang  ada  di  Kelurahan  Totoli  
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melakukan  trip  penangkapan ikan  tanpa  mengenal  cuaca  dan  
musim.  Nelayan  Pa’bodi  seringkali melakukan penangkapan  
ikan  sampai  di  wilayah  perairan  Kepulauan Kapoposang  
Kabupaten  Pangkep  dengan  waktu  tempuh  berkisar  7 jam. 
Meskipun jarak trip lebih dekat ke Makassar untuk memasarkan 
hasil  tangkapan  namun  nelayan  Pa’bodi  lebih  memilih  untuk 
memasarkan  hasil  tangkapannya  Kabupaten  Majene.   
Menurut penuturan  Pa’bodi, hal  ini dilakukan karena harga 
ikan di Kabupaten Majene lebih menguntungkan dibanding harga 
ikan di Makassar.  Hasil tangkapan  Ikan  Tuna  dijual  kepada  
Punggawa  sedangkan  ikan cakalang dan tongkol dijual di pasar-
pasar local. 
e. Kelurahan Rangas 
Kelurahan  Rangas  adalah  salah  satu  kelurahan  pesisir  
yang  ada  dikecamatan  Banggae  dimana  sebagai  besar  
penduduknya  bekerja  di sektor  perikanan  terutama  nelayan  
penangkap  ikan  dan  pemasaran ikan. Jarak tempuh dari pusat 
kota Majene sekitar 5 kilometer. 
Nelayan  Pa’bodi  yang  ada  di  kelurahan  Rangas  bisa  
dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu Pa’bodi  yang berada di 
lingkungan Rangas Timur dan  Pa’bodi  yang  berada  di  
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lingkungan  Rangas  Barat.  Nelayan Pa’bodi  yang  berada  di  
lingkungan  Rangas  Timur  memiliki  tradisi  
menangkap  Tuna,  Cakalang,  dan  Tongkol  sedangkan  
Pa’bodi  yang ada  di  lingkungan  Rangas  Barat  menangkap  
ikan  terbang  dan  cumi (tergantung  musim  ikan).  Namun  
kedua  tipe  nelayan  Pa’bodi  ini melakukan  trip  hanya  di  
wilayah  perairan  kabupaten  Majene  dan memasarkan hasil 
tangkapan di pasar local. 
f. Kelurahan Mosso 
Kelurahan  Mosso  adalah  salah  satu  kelurahan  pesisir  
yang  ada diKecamatan Sendana dimana sebagian besar 
penduduknya bekerja di sektor  perikanan  sebagai  nelayan  
penangkap  ikan  dan pemasaran pengolahan  ikan.  Kelurahan  
Mosso  yang  dikenal  dengan pusat  kuliner Pengolahan ikan 
terbang  asap  berjarak tempuh sekitar 30 kilometer dari pusat 
kota kabupaten Majene. 
Nelayan  di  kelurahan  Mosso  menangkap  Ikan  Terbang,  
Tuna  dan Cumi yang tergantung pada musim ikan. Pada bulan  
Februari  sampai bulan  Mei  nelayan  lebih  banyak  menangkap  
ikan  tuna,  bulan  Mei sampai  bulan  September  lebih  banyak  
menangkap  cumi  dan  bulan September sampai bulan Mei lebih 
banyak menangkap ikan terbang. Pada bulan Juni sampai bulan 
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Agustus sebagian nelayan di kelurahan Mosso menangkap ikan di 
wilayah perairan Mamuju dan memasarkan hasil tangkapan 
ikannya di Kabupaten Mamuju, sementara pada bulan September  
sampai  Mei  menangkap  ikan  di  wilayah  perairan  Majene dan 
memasarkan hasil tangkapannya di pasar local Majene. 
4.2.2 Peranan Wanita Nelayan 
Berbeda  dengan  wanita  nelayan  atau  istri-istri  nelayan  yang  
ada  di Propinsi Sulawesi Selatan, para istri nelayan yang ada di 
Sulawesi Barat khususnya  di  kabupaten  Majene  umumnya  
memegang  peranan  penting dalam  proses  produksi  dan  peningkatan  
kesejahteraan  keluarga.  Para istri-istri  nelayan  yang  ada  di  
kabupaten  Majene  umumnya  memiliki kebiasaan  berperan  dalam  
pemasaran  hasil  tangkapan  ikan  suaminya. Kebiasaan  para  istri  
nelayan  memasarkan  hasil  tangkapan  suaminya  di pasar-pasar  local  
dengan  sistem  bagi  hasil  dimana  istri  mendapatkan 10%  keuntungan  
penjualan  dari  total  pendapatan  dan  sisanya  diberikan kepada  suami  
sebagai  pemilik  kapal.  Aktivitas  memasarkan  ikan  hasil tangkapan  
suami  dimulai  sejak  jam  5  subuh  setelah  para  suami mendaratkan 
ikan hasil tangkapannya. 
4.2.3 Konflik Sumber Daya 
Nelayan di Kabupaten Majene yang memperoleh keuntungan lebih 
secara ekonomi adalah nelayan  Pa’bodi  dan nelayan Pa’gae  dimana 
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pada setiap trip  menggunakan  alat  bantu  rumpon  untuk  
memaksimalkan  hasil tangkapan. Berbeda dengan nelayan perahu 
katinting yang lebih dikenal dengan  “Pakkatinting”  dimana  hasil  
tangkapannya  pada  setiap  trip  tidak sebanyak  Pa’bodi  dan  Pa’gae.  
Hal  ini  disebabkan  karena  ruang penyimpanan  ikan  hasil  tangkapan  
Pakkatinting  lebih  kecil.  Perbedaan kuantitas  hasil  tangkapan  yang  
disebabkan  karena  jenis  armada  dan teknik  penangkapan  dimana  
nelayan  Pa’bodi  dan  Pa’gae  yang menggunakan  alat  bantu  rumpon  
mendapatkan  hasil  tangkapan yang lebih  banyak  dari  pada  
Pakkatinting  menjadi  sumber  konflik  dalam pemanfaatan  sumberdaya  
laut.   
Menurut  penuturan  salah  satu  nelayan yang  ada  di  Kelurahan  
Baru  Kecamatan  Banggae  bahwa  seringkali nelayan  Pakkatinting  
memutuskan  tali  rumpon  nelayan  Pa’bodi  dan Pa’gae  yang  
terpasang  di  tengah  laut  karena  nelayan  Pakkatinting kadang-kadang 
pada setiap trip tidak mendapatkan ikan. Hal ini menurut Pakkatinting  
terjadi  karena  Pa’bodi  dan  Pa’gae  menggunakan  rumpon sebagai 
alat bantu penangkapan ikan yang eksploitatif. 
4.2.4 Dinamika Otonomi  Daerah  dan  Hubungannya  Dengan 
Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Nelayan 
Hampir  semua  kebijakan  pembangunan  kesejahteraan  
masyarakat  di setiap  daerah  yang  ada  di  Indonesia  sangat  
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dipengaruhi  oleh  dinamika otonomi  daerah,  tak  terkecuali  di  
kabupaten  Majene.  Dari  hasil wawancara  mendalam  yang  dilakukan  
tak  sedikit  ditemukan  keluhan-keluhan  oleh  nelayan  yang  
menganggap  bahwa  kebijakan  Pemerintah tidak tepat sasaran 
terutama kebijakan pemberian bantuan nelayan, baik berupa bantuan 
mesin, alat tangkap maupun  armada. Sebagian nelayan di  kabupaten  
Majene  menganggap  bahwa  kebijakan  peningkatan kesejahteraan  
nelayan  sedikit  banyaknya  berkaitan  dengan  dinamika politik  dimana  
hanya  kelompok  nelayan  yang  sering  melakukan komunikasi politik 
secara vertikal yang mendapatkan akses lebih terhadap program  
kebijakan  peningkatan  kesejahteraan  nelayan  sedangkan  yang tidak 
memiliki akses kebijakan secara vertikal tidak pernah tersentuh oleh 
kebijakan pemerintah.  Olehnya demikian, menjadi penting dan 
mendesak bagi  pemerintah  untuk  melakukan  kaji  ulang  kebijakan  
demi  untuk pemerataan  dan  peningkatan  kesejahteraan  nelayan.  
Untuk menemukenali secara detail persoalan-persoalan yang sangat 
mendasar sekaitan hubungan antara dinamika otonomi daerah dengan 
peningkatan kesejahteraan nelayan maka Pemerintah dapat melakukan 
survey sosial ekonomi. Hasil dari survey tersebut dapat dijadikan sebagai 




4.2.5 Pergeseran Kesadaran Nelayan Dan  Tradisi Spritual Dalam 
Proses Penangkapan Ikan 
Pada  awalnya  masyarakat  Majene  hanya  menggunakan 
perahu  yang dikenal dengan istilah “Sandeq” baik untuk keperluan 
transportasi maupun untuk  keperluan  ekonomi  atau  mata  
pencaharian.  Sandeq  adalah  jenis perahu  bercadik  yang  pipih  dan  
panjang  yang  berwarna  putih  dengan layar berbentuk  segitiga  yang  
secara  filosofis  dipercaya  sebagai  symbol keseimbangan  antara  
hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  hubungan manusia  dengan  alam  
dan  hubungan  alam  dengan  Tuhan,  para  filosof kadang  
menyebutnya  dengan  istilah  kesadaran  harmonis  kosmosentris. 
Hubungan harmonis ini menjadi sebuah kesadaran bagi bagi masyarakat 
Majene  khususnya  masyarakat  nelayan  Sandeq  atau  yang  dikenal  
dengan  istilah  “Passandeq”.  Warna  cat  perahu  yang  berwarna  putih 
melambangkan  kesucian  dan  kebeningan  hati  dalam  mengarungi 
derasnya arus dan gelombang samudra.  
Arus  modernisasi  teknologi  ibarat  pisau  bermata  ganda.  Di  
satu  sisi memudahkan  pekerjaan  namun  di  sisi  lain  dapat  menjadi  
mesin eksploitatif  yang  destruktif  terhadap  sumberdaya  jika  tidak  
digunakan secara  arif.  Seiring  kemajuan  modernisasi  dimana  hasrat  
eksploitatif terhadap  sumberdaya  untuk  mendorong  pertumbuhan  
ekonomi  semakin sulit  dibendung  sehingga  Sandeq  lambat  laun  
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ditinggalkan  oleh  nelayan digantikan dengan kapal yang lebih besar 
seperti kapal mesin dalam atau “Bodi”  dan  Kapal  Purse  seine  atau  
“Gae”  dengan  daya  tampung  hasil tangkapan ikan yang lebih banyak 
dan alat penangkapan ikan yang lebih besar, namun ada pula nelayan 
yang hanya mampu memodifikasi Sandeq menjadi  “Katinting”  dimana  
layar  yang  fungsinya  mendorong  gerak  laju perahu  telah  digantikan  
dengan  mesin  katinting.  Secara  filosofis  
perjumpaan  kesadaran  antara  kesadaran  harmonis  kosmologis  
dengan kondisi  seperti  ini  praktis  benih-benih  konflik  akan  semakin  
terpupuk dikarenakan  adanya  ketidakadilan  dalam  penggunaan  
teknologi penangkapan ikan serta akses terhadap sumberdaya laut. 
Begitu  pula  dengan  struktur  “patron  clien”  yang  ada  di  
masyarakat nelayan  Majene  adalah  merupakan  bentuk  baru  yang  
lahir  dari perjumpaan  kesadaran  harmonis  kosmosentris  dengan  
kesadaran modernisasi dimana tipe struktur patron clien diidentifikasi 
secara filosofis masih  mendasarkan  kesadarannya  pada  kesadaran  
harmonis  yang manusiawi  (kesetaran  hak  dan  kewajiban)  namun  
tetap  melakukan akumulasi  capital.  Sebagai  ilustrasi  dimana  
Punggawa  yang  berperan menyediakan logistic bagi nelayan dan 
sebaliknya nelayan menjual hasil tangkapannya  kepada  punggawa  
dengan  tetap  mengkalkulasi  selisih harga modal logistic yang diberikan 
oleh Punggawa. Pada kondisi seperti ini,  Pemerintah  menyadari  bahwa  
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siklus  kemiskinan  nelayan  akan  sulit dipotong  jika  tidak  ada  subsidi  
modal  dari  Pemerintah  seperti  program-program  bantuan  permodalan  
seperti  Program  Pengembangan  Usaha Mina Perdesaan yang 
memberikan bantuan modal bagi kelompok nelayan penangkap ikan, 
kelompok nelayan pembudidaya serta kelompok nelayan pengolah hasil 
perikanan. 
Satu-satunya  tradisi  yang  tidak  mengalami  pergeseran  di  
masyarakat nelayan  Majene  adalah  tradisi  spiritual  “doa  
keselamatan”  yang  lebih dikenal dengan istilah “Kuliwa” dalam bahasa 
local Majene. Tradisi  Kuliwa adalah sesuatu yang harus dilakukan pada 
saat pertama kali kapal akan bersentuhan  langsung  dengan  air  laut,  
namun  ada  juga  nelayan  yang percaya bahwa  Kuliwa juga harus 
dilakukan pada saat kapal baru selesai dicat atau diperbaiki 
(maintenance). Tradisi Kuliwa pada saat pertama kali kapal akan 
diturunkan ke laut  sering diikuti dengan ritual “Barsanji” atau ritual puji-
pujian kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. 
4.3 Pegelolaan Retribusi sektor Kelautan dan Perikanan di 
Kabupaten Majene 
Pada  bab  ini  akan  diuraikan  hasil  penelitian  yang  menyajikan  
data  yang  telah diperoleh  melalui  wawancara,  observasi  dan  
dokumentasi  yang  disertai  dengan penjelasan-penjelasan  untuk 
mempermudah  dalam  melakukan  proses  pembahasan hasil  
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penelitian.  Adapun  uraian  hasil  dan  pembahasan  didasarkan  pada  
fokus penelitian yang telah ditetapkan. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengelolaan  
Retribusi  sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah di kabupaten Majene. Dengan demikian peneliti 
akan menjelaskan empat indikator yang terdapat didalam pengelolaan 
retribusi sektor kelautan dan perikanan yang meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (pengendalian) dengan 
menggunakan pernyataan yang dikemukakan oleh G.R. Terry dalam H. 
Malayu (2006:2). Dari hasil seminar proposal yang telah dilakukan 
terdapat kesepakatan bahwa titik fokus dari pengelolaan yang akan 
dibahas terletak pada bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dari 
retribusi sektor kelautan dan perikanan. 
Pengelolaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah tentang 
bagaimna pengelolaan dalam artian pelaksanaan dan pengawasan dari 
retribusi sektor keluatan dan perikanan di Kabupaten Majene, adapun 
dalam membahas masalah tentang bagaimana pelaksanaan dan 
pengawasan dari retribusi dapat dilihat dari apa-apa yang akan dilakukan 
oleh dinas kelautan dan perikanan dalam memungut retribusi 
berdasarkan dengan aturan yang telah berlaku dengan 
mempertimbankan potensi yang dimilki. 
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Membahas masalah pengelolaan sektor kelautan dan perikanan 
tidak terlepas dari empat variable yakni; perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Dalam mengelolah sebuah sektor 
pendapatan dalam lingkup retribusi setiap pemerintah daerah harus 
memiliki perencanaan mulai dari apa yang akan dilakukan sampai target 
maupun realisasi pendapatan dari hasil retribusi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas kelautan dan 
perikanan Kabupaten Majene : 
“Pada perencanaan  penentuan  target  anggaran  retribusi  
sektor kelautan dan perikanan,  terdapat langkah berupa Seksi 
Izin usaha kelautan dan perikanan bersama Kepala Dinas 
mengajukan usulan target  anggaran  kepada  DISPENDA  
(Dinas Pendapatan Daerah), kemudian usulan tersebut  
diserahkan keDPRD Kabupaten Majene untuk  dimusyawarahkan  
oleh  para  anggota DPRD  Kabupaten  Majene.  Setelah  
mencapai  kesepakatan barulah target yang telah disetujui dapat 
direalisasikan”.(Wawancara 7 april 2016) 
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala dinas kelautan 
dan perikanan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari Dinas 
kelautan dan perikanan Kabupaten Majene ialah membuat target 
pendapatan sesuai dengan potensi dan melihat aturan yang telah 
ditetapkan, dari hasil perencanaan target kemudian disosialisasikan 
pada Dinas Pendapatan Daerah kemudian diserahkan kepada DPRD 
untuk dirapatkan. Dari hasil rapat yang dilakukan oleh DPRD biasanya 
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terjadi perubahan target pendapatan yang telah dibuat oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene. 
Berikut  ini  merupakan  target  anggaran  serta  realisasi  
anggaran  retribusi sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2011-
2015 sebagai berikut : 
                                       Tabel 4.8 
Jumlah Realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah dari 
sektor kelautan dan perikanan. Tahun 2011 sampai 2015 
No TAHUN TARGET 
REALISASI 
PENERIMAAN 
PAD DARI HASIL 
KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 
1 2011 30.000.000 30.000.000 30.000.000 
2 2012 60.000.000 95.165.000 95.165.000 
3 2013 24.750.000 26.130.000 26.130.000 
4 2014 26.000.000 27.010.000 27.010.000 
5 2015 28.000.000 28.050.000 28.050.000 
Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene 
Melihat tabel diatas bahwa target dan realisasi penerimaan hasil 
retribusi sektor kelautan dan perikanan tidak menentu pada tahun 2011 
target mencapai 30.000.000 dan realisasi penerimaan juga 30.000.000, 
sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat besar 
baik dari target maupun relaisasi penerimaanya, dan tahun 2013 sampai 
2015 cenderung menurun pada perencanaan target sampai kepada 
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realisasi penerimaan. Hal yang dapat mempengaruhi target 
perencanaan maupun relaisaasi penerimaan biasa pada aturan yang 
mengatur ataupun perencaan program yang belum maksimal. 
Menurunnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan 
dipengaruhi oleh jumlah orang yang membuat izin usaha kelautan dan 
perkanan, sebelum berlakunya peraturan daerah Nomor 18 tahun 2014 
terlebih dahulu yang berlaku adalah peraturan daerah nomor 8 tahun 
2008 tentang izin usaha kelautan dan perikanan, peraturan daerah 
nomor 18 tahun 2014 mulai diberlakukan mulai akhir tahun 2014. Jadi 
pada tahu 2011 sampai akhir tahun 2014 Regulasi yang berlaku ialah 
nomor 8 tahun 2008 tentang izin usaha kelautan dan perikanan. Adapun 
peningkatan jumlah yang terjadi pada tahun 2012dikarenakan masa 
belaku surat izin tersebut telah habis karena masa berlaku surat izin 
tersebut menurut aturan nomor 8 yakni (3 tahun) dan banyak 






Adapun persentase kontribusi sektor kelautan dan perikanan 
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene 
ialah:  
Tabel 4.9 
Persentase Kontribusi penerimaan sektor kelautan dan perikanan 
Kabupaten Majene 








1 2011 8.831.055.548,62 
30.000.000,00 
0.34% 
2 2012 15.389.340.488,60 
95.165.000,00 
0.61% 









 Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan 
Dengan melihat tabel diatas menunjukkan dari sekian jumlah 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene, sektor kelautan dan 
perikanan memberikan kontribusi yang sangat sedikit. Selama lima tahun 
terakhir sektor kelautan dan perikanan tidak memberikan kontribusi diatas 
satu persen, bisa dikatakan sektor kelautan dan perikanan yang paling 
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sedikit memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini 
tidak sesuai apabila kita melihat jumlah potensi kelautan dan perikanan 
yang dimilki Kabupaten Majene.  
4.3.1 Perencanaan Retribusi Sektor Kelautan dan perikanan 
Perencanaan harus melihat dari berbagai aspek misalnya sumber 
daya, sarana dan prasarana. Adapun perencanaan dari pemerintah 
kabupaten Majene terkhusus pada Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 
melihat daeri peraturan daerah ialah : 
1) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)                   Rp. 100.000, 
2) Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)      Rp. 100.000, 
3) Usaha  penangkapan  dan  Pengangkutan  ikan  yang  
menggunakan Kapal/Perahu motor dengan Gross Tonage (GT)  
>5 – 10 (SIUP): 
a) Izin penangkapan berdasarkan alat yang digunakan 
Tabel 4.10 
Jenis alat tangkap yang dipergunakan dan besaran tarif 
No 






KAPAL PANCING : 
- Pole and Line 
- Long Line 











- Hand Line 






KAPAL JARING : 
- Purse Seine 
- Mini Purse Seine 




































30.000,- Per GT 
  Sumber Peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang 




b) Izin Usaha Perikanan Budidaya dikenakan pada : 
Tabel 4.11 
Jenis usaha budidaya dan beserta tarif 
No JENIS USAHA TARIF (Rp) KET 
1 Budidaya Mutiara 
- Pembenihan  














Per 0,25 Ha 
Per 0,25 Ha 



















































































Per Unit Usaha 
Per Unit Usaha 
Sumber Peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang izin 






c) Usaha Pengolahan Ikan 
Tabel 4.12 
Jenis kegiatan pengolahan dan besaran tarif 





















  Sumber Peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang 
izin usaha kelautan dan perikanan. 
Penjelasan dari lampiran peraturan daerah diatas adalah ; 
- SIPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan 
berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan 
ikan diperairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif 
Indonesia  ( ZEEI ) yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari IUP yang selanjutnya disebut SPI.  
Surat perizinan ini wajib dimiliki oleh nelayan yang akan 
melaukan penangkapan ikan pada wilayah daerah lain, apabila 
diketemukan seorang nelayan dari daerah lain dan tidak 
81 
 
mempunyai surat izin yang dimaksudkan maka akan ditangkap. 
SIPI bisa dipersamakan dengan SIM jika didaratan karena 
apabila tidak ada surat izin tersebut maka petugas tidak akan 
segan untuk melakukan penagkapan. 
Adapun hasil wawancara dengan salah seorang nelayan: 
“Surat izin itu adalah hal yang sangat penting bagi 
kami untuk melaut, saya sendiri merasakan hal tersebut 
pada saat saya berlayar ke donggala. Petugas disana tidak 
segang melakukan penagkapan apabila kami tidak 
mempunyai surat izin itu”.(Wawancara 6 april 2016) 
 
Dari keterangan yang disampaikan oleh nelayan tersebut bahwa 
surat izin penangkapan ikan tersebut adalah hal yang sangat penting 
karena dapat menibulkan masalah bagi para nelayan untuk mencari 
nafkah sesuai dengan profesi mereka sebagai nelayan. Adapun surat izin 
penangkapan ikan ini tidak dibutuhkan oleh : 
 Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan 
tidak bermotor. 
 Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan 
bermotor dalam ( inboard ) dan motor luar (outboard) yang 
berbobot kurang dari 5 GT dan atau dengan kekuatan mesin tidak 
lebih dari 10 PK dan berbobot lebih dari 10 GT dan atau dengan 
berkekuatan lebih dari 30 PK. 
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Jadi SIPI hanya dibuat oleh nelayan atau penangkap ikan yang 
menggunakan surat izin adalah nelayan yang menggunakan kapalyang 
berbobot lebih dari 5 GT dan nelayan-nelayan kecil yang menggunakan 
kapal kecil atau bobotnya kurang dari 5 GT tidak harus mempunyai surat 
izin penangkapan ikan. 
- SIKPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan 
untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke 
pelabuhan di wilayah Republik Indonesia dan/atau dari pelabuhan 
di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan. Dalam SIKPI kapal 
berbendera Indonesia maupun berbendera asing paling kurang 
memuat: 
 lokasi pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan; 
 perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung 
pengangkutannya; 
 nakhoda dan Anak Buah Kapal; 
 identitas kapal. 
- Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki 
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin 
tersebut.  SIUP wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan 
usaha perikanan tangkap di laut lepas.  SIUP ini berlaku selama 
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orang melakukan kegiatan usaha perikanan kecuali ada 
perluasan atau pengurangan.  
Setiap pengusaha yang mempunyai usaha baik dari usaha 
tangkap ikan, budidaya maupun pengolahan wajib mengurus 
surat izin yang dimaksudkan berdasarkan alat tangkap apa yang 
digunakan jenis usaha budidaya apa yang dilakukan dan usaha 
pengolahan ikan apa yang dilakukan. 
 Dari hasil wawancara dengan staf dinas kelautan dan perikanan: 
“Pembuatan surat izin ini dilakukan oleh orang yang 
mempunyai usaha seperti yang dimaksudkan jadi setiap 
pengusaha wajib menyetor berkas atau surat-surat kapal 
dan jenis apa yang digunakan begitupun dengan usaha 
yang lain”.(Wawancara 6 april 2016) 
 
Dari penjelasan yang disampaikan oleh kepala seksi perizinan 
usaha kelautan dan perikanan bahwa dalam pembuatan surat izin ada 
beberepa prosedur administrasi yang ahrus dipenuhi oleh pemohon yang 
akan membuat surat izin usaha. Yang menjadi pertanyaan kembali ialah 
bagaimana pelaksanaan perencanaan tersebut dilapangan apakah 
semua yang menyetor berkas sesuai dengan realisasi dilapangan. Hal ini 
akan dijelaskan pada tahap pelaksanaan dan pengawasannya dilapagan. 
Jadi perencanaan yang buat oleh dinas kelautan dan perikanan 
berdasar pada peraturan daerah yang telah ditetapkan, hal tersebut juga 




“Segala perencanaan yang dibuat oleh kami adalah 
berpedoman kepada peraturan daerah yang telah ada, jadi sasaran 
objek pemungutan retribusi ialah pengurusan surat izin dari para 
pengusaha kelautan dan perikanan. Akan tetapi dari perencanaan 
tersebut hanya beberapa yang dapat terealisasi dilapangan. 
Sebagian lainnya hanya sebatas perencanaan sebagai antisipasi 
siapa tahu ada masyarakat ada yang mau membuat usaha tersebut. 
Diantara perencanaan tersebut retribusi yang dapat dihasilkan 
berasal dari pengurusan surat izin penangkapan ikan, pengolahan 
dan budi daya tidak terlalu memberikan kontribusi”. (Wawancara 4 
April 2016) 
 
Dari hasil wawancara tersebut ternyata kontribusi sektor kelautan 
dan perikanan hanya bersumber dari pengurusan surat izin dan realisasi 
dilapangan menunjukkan bahwa dari perencanaan yang dibuat itupun 
hanya ada beberapa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
pendapatan asli daerah dikabupaten majene. Jika kembali kepada potensi 
awal banyak hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kontribusi 
sektor kelautan dan perikanan apabila perencanaan yag dibuat juga 
maksimal. Maka penulis membuat kesimpulan sementara bahwa potensi 
yang dimilki oleh perikanan majene tidak sesuai dengan hasil yang 
diperoleh, diakeranakan perencanaan yang kurang matang yang hanya 
memaksimalkan hanya dari pengurusan surat izin usaha klautan dan 
perikanan. Kurangnya inovasi dalam membuat suatu perencanaan juga 
akan mengakibatkan kurangnya hasil setoran dari potensi yang ada. 
4.3.2 Pelaksanaan Retribusi sektor Kelautan dan Perikanan 
Pelaksanaan  adalah  terkait  dengan  proses  melaksanakan  
suatu  program  maupun keputusan-keputusan,  baik  berupa  keputusan  
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dari  atas  maupun  keputusan  yang diambil  bersama  guna  
dilaksanakan  dalam  rangka  mencapai  sasaran/tujuan. Dengan  
demikian,  memberi  intruksi dan  motivasi  kepada  pegawai  untuk 
melaksanakan  setiap  tugas  yang  menjadi  kewenangannya  dalam  
pelaksanaan retribusi  sektor kelautan dan perikanan  hal  yang  harus  
diperhatikan  adalah  dalam  jadwal  pemungutan retribusi  harus  secara  
bergiliran  (nonstop)  karena  itu  merupakan  hal  penting sehingga  hasil  
yang  diperoleh  dapat  lebih  maksimal  dan  sesuai  dengan  yang 
diharapkan. 
Pelaksanaan  yang  dilakukan  Dinas  kelautan dan perikanan 
kabupaten Majene khususnya  yang  menangani  bidang pengelolaan  
retribusi  usaha kelautan dan perikanan  meliputi  pelaksanaan  
pemungutan retribusi siapa yang memebuatkan izin retribusi sampai pada 
pemungutan retribusi serta  menganalisis  indikator  yang  terdapat  dalam  
pelaksanaan dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan yang 
dilakukan oleh aparat apakah sudah sesuai dengan peraturan  yang telah 
ditetapkan atau belum. 
Adapun pemaparan dari penulis tentang pelaksanaan retrisbusi 
sektor kelautan dan perikanan : 
a. Proses pembuatan surat izin  
Tahap pelaksanaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 
bagaimana pelaksanaan pembuatan surat izin ini, hal ini juga 
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beruhubungan langsung tentang bagaimana peran aparat 
pelaksanana dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana 
kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajbannya sebagai 
warga negara yang mengaharuskan untuk membuat suatu surat izin 
apabila akan menjalankan suatu usaha terlebih pada sektor kelautan 
dan perikanan di kabupaten Majene. 
Peraturan daerah kabupaten Majene telah secara jelas 
menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang mempunyai usaha 
kelautan dan perikanan wajib membuat surat izin, hal ini sudah 
dijelaskan pada peraturan daerah no 18 tahun 2014 tentang usaha 
kelautan dan perikanan. 
Dari beberapa program kerja yang dibuat oleh Dinas Kelautan 
dan perikanan, hanya beberapa dari program tersebut yang 
terealisasi dan real menghasilkan kontribusi terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene. Adapun program 










Realisasi program Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Majene 
No JENIS BESARAN TARIF KETERANGAN 
1  SIPI 100.000,- Per Izin 
2 SIKPI 100.000,- Per Izin 
3 SIUP 
Kapal Pancing :  
- Pole and Line 
- Long Line 
- Tonda 
- Hand Line 
- Pancing lainnya 
Bagan : 
- Bagan Perahu/rakit 
































4 IUP Budidaya 
Budidaya Udang: 
- Pembenihan 
- Pembesaran  
Budidaya bandeng 
- Pembenihan  
- Pembesaran 




Budidaya ikan tawar 
- Pembenihan 










































      Sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene 
Adapun penjelasan dari tabel diatas bahwa dari semua 
perencanaan yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan perikanan 
hanya beberapa dari perencanaan yang terealisasi dan 
memberikan kontribusi retribusi terhadap Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah. Dari data yang didapatkan penulis 
menyimpulkan bahwa perencanaan yang dibuat oleh dinas 
kelautan dan perikanan tidak efektif untuk menunjang kontribusi 
sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan pendapatan 
asli daerah.  
Menurut Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2014 bahwa, 
izin usaha kelautan dan perikanan terbagi atas 3 bagian 
diantaranya : Penangkapan Ikan, Budidaya Ikan, da Pengolahan 
Ikan. Kesemua bagian itu hasil penerimaan atau kontribusinya 
bersumber dari pengurusan surat izin usaha kelautan dan 
perikanan. Adapun hasil penerimaan dan persentase dari setiap 
bagian tersebut akan dijelaskan pada tabel dibawah ini : 
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         Tabel 4.14 
Persentasi Penerimaan dari penangkapan,budidaya,dan 
pengolahan 
        Kabupeten Majene 
TAHUN 
PERSENTASI PENERIMAAN (%) 
Penangkapan Budidaya Pengolahan 
2011 71.33% 14% 14.67% 
2012 78.49% 8.93% 12.57% 
2013 76.54% 8.93% 12.57% 
2014 82.93% 6.29% 10.77% 
2015 84.13% 7.84% 8.02% 
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan 
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          Tabel 4.15 
Realisasi Penerimaan dari Penangkapan, budidaya, dan 
pengolahan 
    Kabupaten Majene 
TAHUN 
JUMLAH PENERIMAAN (Rp) 
Penangkapan Budidaya Pengolahan 
2011 21.400.000,- 4.200.000,- 4.400.000,- 
2012 74.700.000,- 8.500.000,- 11.965.000,- 
2013 20.000.000,- 2.700.000,- 3.430.000,- 
2014 22.400.000,- 1.700.000,- 2.910.000,- 
2015 23.600.000,- 2.200.000,- 2.250.000,- 
 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan 
Adapun penjelasan dari table diatas bahwa cenderung 
pendapatan atau penerimaan yang besar bersumber kepada bidang 
penangkapan, dari tahun 2011 sampai 2015 izin penangkapan ikan 
cenderung mendominasi dari segi penerimaan. 
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala seksi perizinan usaha 
kelautan dan perikanan bahwa : 
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“Yang paling besar penerimaan ialah dari 
penangkapan ikan, bagian budidaya dan pengolahan tidak 
terlalu memberi hasil penerimaan”. (Wawancara 4 April) 
 
Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala seksi 
retribusi usaha kelautan dan perikanan bahwa: 
“Usaha yang dilakukan dalam pemungutan retribusi 
usaha kelautan dan perikanan berpedoman kepada Peraturan 
daerah Nomor 18 tahun 2014 tentang usaha kelautan dan 
perikanan. Dinas kelautan dan perikanan hanya mengambil 
retribusi dari pengurusan surat izin. Jadi kami hanya mengikuti 
aturan yang telah ada tidak ada perencanaan yang lain selain 
yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut, akan tetapi 
tidak semua perencanaan tersebut memberikan kontribusi 
berupa retribusi karena, kami hanya membuat perencanaan 
tersebut karena apabila ada masyarakat yang ingin membuat 
aturannya sudah ada misalnya budidaya mutiara, usaha itu 
sebenernya belum ada tapi kami memasukannya kedalam 
perencanaan.(Wawancara 4 april 2016) 
 
Dari penjelasan yang dkemukakan diatas bahwa perencanaan 
yang dibuat berdasar pada peraturan daerah yang telah ditetapkan 
dan tidak ada pemungutan lagi yang dilakukan diluar dari 
perencanaan yang telah ditetapkan. Melihat penjelasan yang 
dikemukakan oleh kepala seksi perizinan usaha kelautan dan 
perikanan Kabupaten Majene, bahwa perencanaan yang dibuat 
hanya berlandaskan kepada peraturan daerah tanpa melihat potensi 
yang dimilki daerah. Kurangnya Inovasi atau lemahnya wilayah 
perencanaan yang dibuat akan menyebabkan tidak optimalnya 
pendapatan suatu daerah dari berbagai sektor, dari penjelasan ini 
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dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan potensi sektor kelautan dan 
perikanan terkendala pada wilayah perencanaan programnya. 
Potensi yang besar tidak selaras dengan kontribusi yang kecil. 
Penataan kelembagaan pemerintahan juga merupakan langkah 
penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 
governance). Dalam suatu organisasi ataupun instansi dituntut 
adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai 
tujuan secara efektif dan efisien. Dinas kelautan dan perikanan 
mempunyai seksi yang membidangi masalah perizinan, dilihat dari 
perencanaan yang dibuat bahwa hampir seluruh pendapatan dari 
sektor kelautan dan perikanan hanya bersumber pada pengurusan 
surat izin. Hal ini disampaikan oleh kepala dinas kelautan dan 
perikanan : 
“Dari hasil pendapatan sektor kelautan dan perikanan 
bersumber pada pengurusan surat izin usaha tentang 
keutan dan perikanan, maka dari itu kami memberi 
kewenangan kepada seksi perizinan usaha kelautan dan 
perikanan untuk mengelolah. Seksi perizinan usaha kelautan 
dan perikanan dikepalai Oleh Bapak Muhammad 
Taslimsyah, S.Pi.”(Wawancara 7 April 2016) 
 
Pembagian tugas pada dinas keluatan dan perikanan 
sudah memberikan kewenangan terhadap seksi perizinan usaha 
kelautan dan perikanan untuk mengurus segala sesuatu yang 
menyangkut pengurusan surat izin usaha. 
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Adapun surat perizinan menurut kepala seksi perizinan 
usaha kelautan dan perikanan: 
“Kami selaku yang membidangi surat perizinan 
usaha kelautan dan perikanan membuatkan surat bagi 
yang memunyai usaha yang berkaian dengan kelautan 
dan perikanan. Perizinan tersebut kami bagi atas dua ; 
pertama, Pembuatan surat izin bagi yang baru membuat 
surat izin usaha. Kedua, perpanjangan surat izin bagi yang 
sudah memiliki surat izin usaha dan masa berlakunya 
sudah habis, Ketiga apabila melakukan perubahan atau 
menambah mauatan kapal hendak juga melakukan 
perubahan surat izin. Bagi yang baru membuat surat izin 
harus membawa persyaratan yang telah ditetapkan, jika 
hal itu tidak dipenuhi maka kami tidak akan membuatkan 
surat izin.  
 “Selain itu, terakhir pada tahun 2013 surat izin 
usaha kelautan dan perikanan masih ada pada wewenang 
kami, tapi pada tahun 2014 kami hanya membuatkan 
rekomendasi untuk orang yang mengurus surat izin dan 
mengetahui kepala dinas yang selanjutnya diserahkan ke 
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibadan tersebut 
dibuatlah surat perizinan. (Wawancara 4 April 2016) 
Pembuatan surat izin dkelolah langsung oleh seksi 
perizinan usaha kelautan dan perikanan adapun masyarakat 
yang ingin mengambil surat izin usaha tersebut hendak 
memenuhi syarat yang telah diberlakukan, jenis surat izin pun 
terbagi diantaranya pembuatan surat izin bagi yang baru akan 
mengambil surat izin dan harus memenuhi prosedur, kedua bagi 
pengusaha yang akan melakukan perpanjangan hendak 
membawa bukti surat izinnya. Perpanjangan juga bukan hanya 
untuk yang habis masa berlakunya tetapi bagi yang mempunyai 
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usaha dan merubah atau menambah jumlah hendak 
melaporkandan memperbaharui surat izin. 
Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh dinas 
kelautan dan perikanan dalam memaksimalkan retribusi izin 
usaha kelautan dan perikanan yang disampaikan oleh pegawai 
dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Majene : 
“Kurangnya Kesadaran masyarakat untuk datang 
kemari dan mengambil surat izin usaha 
tersebut”.(Wawancara 4 April 2016) 
Hal tersebut dibenarkan oleh kepala dinas kelautan 
dan perikanan Kabupaten Majene: 
“Ini ibarat pembuatan SIM, masyarakat disini yang 
harusnya datang untuk mengurus SIM 
tersebut”.(Wawancara 7 April 2016) 
 
Dari apa yang dikemukakan diatas bahwa menitik 
beratkan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus aktif 
dalam pembuatan hal yang menyangkut masalah pengurusan 
surat izin, hal ini biasanya menjadi masalah dalam pelaksanaan 
implementasi kebijakan dimana seorang aparat pelaksana juga 
harus berperan aktif dalam hal memberikan pemahaman 
keapada masyarakat untuk mematuhi aturan hukum,bukannya 
berdiam diri dan menitik beratkan kesalahan pada masyrakat 
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Setelah melaukan wawancara dengan aparat pelaksana di 
dinas kelautan dan perikanan, peneliti juga mewawancarai 
nelayan dan masyarakat yang mempunyai usaha terkait kelautan 
dan perikanan. Selain untuk mengetahui bagaimana pemahaman 
tentang pembuatan surat izin usaha dan pemahaman masyarakat 
terhadap mekanisme pembuatan surat izin usaha juga 
mengetahui bagaimana aparat pelaksana dalam melaksanakan 
tugas pada masyarakat.  
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka 
narasumber dibagi atas dua tipe yakni, masyarakat yang memiliki 
surat izin kelautan dan perikanan yang mengurus sendiri dan 
narasumber yang memiliki surat izin melalui perantara. 
Adapun hasil pendapat masyarakat tentang pembuatan 
surat izin usaha kelautan dan perikanan, antara lain: 
“Biasanya saya menyuruh orang lain untuk 
mengurus surat izin itu karena saya tidak paham 
bagaimana cara pengurusannya. Jadi saya minta tolong 
kepada kerabat yang lebih paham tentang pengurusan 
surat izin yang seperti ini”.(Wawancara 6 April 2016) 
 
“Pengurusan surat izin usaha kelutan dan 
perikanan membutuhkan waktu yang lama selain 
menunggu keluarnya surat izin tersebut lama, kita juga 
harus menunggu orang-orang di kantor untuk menanda 
tangani surat izin dan menunggu lagi pembuatan surat 




Adapun hasil wawancara dari beberapa masyarakat terkait 
masalah pembuatan surat izin kelautan dan perikanan bahwa 
diantara beberapa masyarakat masih kesulitan dalam hal 
pengurusan surat izin tersebut dikarenakan kurangnya 
pemahaman masyarakat tentang bagaimana tatacara 
pengurusan dan diantara mereka ada yang belum mengetahui 
tentang bagaimana alur pegurusan surat izin tersebut. 
Dalam pengurusan yang lain adapun yang telah 
mengetahui tentang bagaimana alur pengurusan surat izin usaha 
kelautan dan perikanan masih mengeluhkan tentang tata kerja 
aparat pelaksana baik dari segi pelayanannya maupun lama 
waktu yang dibutuhkan agar surat izin yang mereka perlukan 
dapat mereka terima.  
b. Proses Pemungutan Retribusi 
Pelaksanaan  pemungutan  retribusi sektor kelautan dan 
periakanan merupakan  hal  utama  dalam pengelolaan  sektor 
kelautan dan perikanan.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pemungutan  
retribusi terdapat proses bagaimana hasil retribusi yang berasal 
dari sektor kelautan dan perikanan itu  terkumpul  oleh  petugas  
pemungut  retribusi sehingga  hasil pemungutan tersebut menjadi 
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salah satu sumber  pendapatan bagi kas daerah yang  digunakan  
untuk  membiayaan  pembangunan  dan  pembiayaan  lainnya 
yang ada di daerah khusus di Kabupaten Majene. 
Retribusi  sektor kelautan dan perikanan  merupakan 
sumber  pemasukan  keuangan daerah,  maka  pemungutannya  
pun  perlu  diatur  agar  dapat  dikelola  secara intensif.  
Pengelolaan  dan  pemungutan  yang  intensif  diharapkan  
memberikan hasil  yang  maksimal  sehingga  dapat  mengisi  kas  
daerah  yang  sudah ditargetkan dalam anggaran. 
Payung  hukum  yang  digunakan  dan  menjadi  dasar  
melakukan  kegiatan pemungutan  retribusi  sangatlah  diperlukan.  
Hal  ini  dikarenakan payung hukum digunakan sebagai pedoman 
yang dapat menjadi acuan/arahan dalam  melaksanakan  
pemungutan  retribusi Sektor kelautan dan perikanan.  Payung  
hukum  yang digunakan  adalah  Peraturan  Daerah  Kabupaten  
Majene Nomor 18 tahun 2014 tentang usaha kelautan dan 
perikanan. 
Menurut  peneliti,  payung  hukum  yang  digunakan  tidak  
relevan untuk melakukan pemungutan retribusi sektor kelautan dan 
perikanan dikarenakan payung hukum tersebut tidak secara  rinci  
menjelaskan  mengenai  proses  pelaksanaan  pemungutan 
retibusi sektor kelautan dan perikanan. Akan tetapi dalam 
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peraturan daerah tersebut hanya menjelaskan tentang kriteria 
objek dan subjek retribusi sektor kelautan dan perikanan besarnya  
tarif  retribusi tiap izin usaha. Dalam peraturan daerah tersebut 
tidak menjelaskan secara jelas tentang bagaimana tatacara 
pembayaran retribusi, siapa yang melaukan pemungutan, 
bagaimana kriteria usaha tersebut hingga dapat dikenakan 
pungutan dan lain sebagainya. Peraturan daerah Kabupaten 
Majene mempunyai peraturan dibawahnya, Hal ini sudah dijelaskan 
pada : Pasal 13 ayat 5; Tata cara pelaksanaan pemungutan 
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
Realisasi dilapangan menunjukkan bahwa hal yang 
dimaksudkan peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 pasl 13 ayat 
(5) tentang izin usaha kelautan dan perikanan tidak sesuai dengan 
kenyataan dilapangan karena keadaan dilapangan tidak 
menunjukkan adanya aturan atau ketetapan sesuai yang 
dimaksudkan. Ternyata pada dinas kelautan dan perikanan sendiri 
tidak mempuyai aturan hukum yang jelas tentang tatacara 
pemungutan retribusi sektor kelautan dan perikanan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi 
perizinan usaha kelautan dan perikanan bahwa : 
“Kami berpedoman pada aturan yang sekarang berlaku 
yakni peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang izin 
usaha kelautan dan perikanan setelah direvisi dari peraturan 
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daerah nomor 8 tahun 2014, dan tentang yang mengetahui 
tentang pembayaran retribusi  adalah bendahara bidang 
retribusi izin usaha. Mengenai peraturan bupati yang 
mengatur tentatng tatacara pemungutan retribusi itu tidak ada 
peraturan bupatinya”.(Wawancara 4 April 2016) 
 
Penjelasan tembahan oleh bendahara bidang perizinan 
usaha kelautan dan perikanan: 
 
“Peraturan Bupati atau dokumen yang dipersamakan 
itu tidak ada, pedoman kami disini hanyalah peraturan daerah 
Nomor 18 tahun 2014 tentang izin usaha kelautan dan 
perikanan. Jadi disini sistemnya masih sederhana. Cara 
pemungutan yang saya lakukan itu saya mengikuti apa yang 
dilakukan bendahara sebelum saya”.(Wawancara 4 April 
2016) 
 
Hal ini pun dibenarkan Oleh Kepala Dinas Kelautan 
dan perikanan Kabupaten Majene: 
 
“Benar bahwa peraturan bupati yang menjadi turunan 
dari peraturan daerah nomor 18 tahun 2014 tentang usaha 
keluatan dan perikanan tidak ada, jadi masalah tata cara 
pemungutan itu mengikut kepada apa yang sudah ada 
sebelum direvisinya menjadi peraturan daerah Nomor 18 
tahun 2014”.(Wawancara 7 April 2016) 
 
Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan diatas maka 
penulis menyimpulkan bahwa regulasi yang mengatur tentang izin 
usaha kelautan dan perikanan bermasalah pada tata cara 
pemungutan dikarenakan aturan turunan atau peraturan bupati 
yang seharusnya menjadi acuan untuk melakukan pemungutan 
ternyata realisasi dilapangan tidak ada aturan turunan yang 
mengatur tentang tatacara pemungutan dari retribusi tersebut.  
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Sedangkan beberapa penjelasan yang dikemukakan oleh 
narasumber bahwa tidak adanya aturan yang menjelaskan tentang 
tatacara pemungutan maka meraka mengikuti aturan lama yang 
telah direvisi. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa peneliti 
mendapatkan revisi dari peraturan daerah sebelumnya itu sudah 
diberlakukan satu tahun dan realitas menunjukkan selama satu 
tahun tersebut tidak ada aturan yang jelas tentang tatacara 
pemungutannya, dari beberapa aliby yang dikatakan oleh 
narasumber bahwa mereka mengikuti tata cara pemungutan yang 
sebelumnya telah ada.  
Akan tetapi, secara aturan; peraturan lama yang telah 
direvisi atau diganti menjadi aturan yang baru secara hukum bahwa 
aturan yang lama sudah tidak diberlakukan lagi begitupun aturan 
turunannya. Maka dapat dikatakan bahwa regulasi yang mengatur 
tentang izin usaha kelautan dan perikanan belum jelas terutama 
pada tatacara pemungutan retribusi sektor kelautan dan perikanan. 
Jadi mekanisme pemugutan retbusi yang dilaukan berdasar 
kepada kebiasaan atau kultur yang sudah berlaku sebelumnya. 
Adapun hasil wawancara dengan bendahara pengelolah 
retribusi surat izin usaha kelautan dan perikanan: 
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“Jadi mekasnisme pemungutan itu, para pengusaha atau 
yang sedang mengurus surat izin retribusi langsung 
membayar kesaya sesuai dengan jumlah yang ada pada 
berkas. Misalnya berapa apa jenis alat tangkap yang ia 
gunakan dikalikan dengan jumlah GT kapal yang dimilki, 
kemudian sebagai tanda jadinya ialah saya memberikan 
kuitansi sebagai bukti pembayaran.”(Wawancara 4 april 2016) 
 
Adapun hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari 
pola retribusi itu tatacara pemugutan langsung pada saat dilakukan 
pembuatan maka pembuat izin usaha kelautan dan perikanan 
secara langsung membayar ke bendahara pengelolah retribusi, 
cara pembayarannya pun dilakukan ditempat dengan 
menjumlahkan alat tangkap yang ia gunakan dengan berapa 
jumlah ukuran kapal. Sedangkan yang menjadi bukti pembayaran 
berupa kuitansi. 
4.3.3 Pengawasan Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan 
Pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 
menjamin atau menjaga agar  rencana  dapat  diwujudkan  sesuai  
dengan  yang  ditetapkan.  Untuk  suatu pengelolaan yang baik, jika tidak 
disertai dengan pengawasan/pengendalian yang efektif bisa saja terjadi 
penyimpangan dari rencana yang ada. Penyimpangan dari prosedur yang 
ada dapat merugikan pemerintahan daerah. 
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Bagian yang terpenting dari pengawasan terkait dengan siapa yang 
mengawasi, hal ini ditunjukan dengan bagamana kualitas orang yang 
mengawasi. Terkait masalah pengawasan tentunya pimpinan dalam suatu 
lembaga ataupun instansi sangat berperan penting dalam mengawasi 
bawahannya agar bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah 
diberlakukan. Tentunya kriteria pemimpin yang baik sangat dibutuhkan 
untuk menjalankan suatu perencanaan mulai dari bagaimana 
pengorganisasiannya sampai dengan bagaimana pengarahan dan 
pengawasannya dilapangan. 
Kepala dinas keluatan dan perikanan kabupaten Majene kelautan 
dan perikanan melakukan pengawasan secara langsung terhadap 
pemungutan retribusi dari pengurusan surat izin usaha kelautan. Bagi 
masyarakat yang menugurus surat izin usaha kelautan dan perikanan 
hendak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dan pada hal ini 
bendara perizinan usaha kelautan dan perikanan wajib melaporkan 
berapa jumlah orang yang mengurus surat izin usaha, apa yang diurus 
dan berapa hasil retribusi yang didapatkan. 
Seperti yang dikatakan kepala dinas kelautan dan perikanan : 
“Masalah pembuatan surat perizinan usaha kelautan dan 
perikanan semua pengawasannya langsung kepada saya pribadi. 
Karena hasil pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan hanya 




Petugas pemungut retribusi sektor kelautan dan perikanan 
dilakukan oleh bendara yang yang  ditunjuk  Kepala  dinas  untuk  
memungut  retribusi izin usaha kelautan dan perikanan.  Bendahara 
yang memiliki tanggung jawab untuk memungut uang retribusi harus 
melaporkannya kepada kepala dinas, jumlah pungutan yang dilakukan 
berdasarkan ketetapan dalam peraturan daerah, kemudian disetor 
kekas daerah. 
Adapun terkait masalah pengawasan yang dilakukan aparat 
dinas biasanya dalam pembuatan surat izin tersebut biasanya turun 
langsung kelapangan untuk meninjau apakah usaha yang dilakukan 
oleh pembuat surat izin memang sesuai dengan apa yang mereka 
laporkan. Akan tetapi pengawasan langsung ini sangat sulit untuk 
dilakukan secara rutin karena sumber daya manusia pada dinas 
kelautan dan perikanan terutama pada bidang penyuluhan kurang 
memadai. 
Wawancara dengan staf dinas kelautan dan perikanan: 
“Hal yang paling mempengaruhi pada dinas kelautan dan 
perikanan adalah kurangnya sumber daya. Hal ini menyebabkan 
kurangnya pengawasan langsung dilapangan. Baik itu terhadap 
berapa jumlah armada kelautan dan perikanan dilapangan kami 
masih sangat sulit untuk memantau langsung 
perkembangannya”.(Wawancara 7 April 2016) 
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Adapun kesimpulan yang didapat ditarik dari hasil wawancara 
adalah jenis retribusi yang dihasilkan oleh sektor kelautan dan 
perikanan di dapat dari hasil pembuatan surat izin usaha kelautan dan 
perikanan, yang diawasi langsung oleh kepala dinas kelutan dan 
perikanan. Yang melakukan pemungutan adalah bendahara perizinan 
usaha kelautan dan perikanan yang dipilih langsung oleh kepala dinas.  
Akan tetapi terkait masalah pemungutan dari dinas kelautan dan 
perikanan mengikuti pola yang sudah lama, hal ini harusnya menjadi 
suatu pertimbangan karena apabila aturan sudah tidak jelas bisa jadi 
akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merusak 
dan mempengaruhi hasil retribusi. Terkait masalah pengawasan dalam 
hal dilapangan, masih sangat kurang maskimal dikarenakan sumber 
daya yang kurang. 
4.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor 
kelautan dan perikanan Kabupaten Majene. 
Terkait masalah pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan di 
kabupaten Majene dalam hal pelaksanaan sampai pada tahap pengawasan 
tidak dipungkiri ada beberapa faktor yang menunjang maupun yang 
menghambat pengelolaan retribusi tersebut. Faktor tersebut dapat bersumber 
dari internal maupun eksternal. Akan tetapi, bila dikaji secara detail dan 
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa pengelolaan 
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retribusi sector kalautan dan perikanan dikabupaten Majene belum maksimal 
dikarenakan beberapa aspek. Misalnya,regulasi (kebijakan) yang dijadikan 
sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja aparat pemerintah belum juga 
jelas, factor regulasi yang tidak jelas ini menyebabkan tidak maksialnya 
perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sampai pada implementasi 
kebijakan tersebut.  
Dari hasil penelitian bahwa yang mempengaruhi pengelolaan retribusi 
sektor kelautan dan perikanan salah satunya adalah dari pengimplentasian 
kebijakan yang telah dibuat, maka penulis menggunakan teori George C 
Edwards III untuk mngenalisis pengelolaan retribusi. Pendekatan yang 
digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang konservasi 
energi adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana 
implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan 
tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut 
George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu 
Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions 
atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureucratic structure.   
Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena 
antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita 
adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. 
Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) 
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melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi 
kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak 
faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat 
diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. 
Selain itu, perlu adanya inovasi baru dari aparat pemerintahan sendiri 
untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah dari aspek yag dikelola. Tidak 
hanya melihat dari satu aspek tapi melihat dari banyak aspek mendukung 
sehingga potensi yang besar dapat terkelola secara baik. Para aparat pun 
harus berperan aktif dalam mengimplementasikan kebijakan yang dibuat 
secara benar maka setiap pelaksana kebijakan harus mempunyai kualitas 
yang baik agar aturan bisa berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan 
tidak berbanding terbalik antara regulasi yang telah ada dengan realisasi 
dilapangan. 
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pengeloalaan retribusi 
sektor kelautan dan perikanan dikabupaten Majene berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan terbagi masalah internal dan eksternal. 
4.4.2 Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Retribusi Sektor 
Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Majene 
1) Pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan 
Dalam pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan 
tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik itu mendukung 
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pengelolaan retribusi atau menghambat proses pengelolaan 
retribusi. Memperhatikan dari teori Charles Edwars III bahwa hal 
yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan diantaranya 
komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Hal yang 
sama dirasakan oleh dinas kelautan dan perikanan dalam 
mengelola dan memaksimalkan hasil retribusi sektor kelautan dan 
perikanan. Faktor yang menghambat pelaksanaan pemuatan surat 
izin usaha kelautan dan perikanan : 
 Komunikasi  
Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran 
dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang 
bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan 
ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu 
dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi 
atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu 
dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat 
ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi 
merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. 




Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan 
melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi 
berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan 
sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat 
melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus 
diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan 
akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor 
pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi 
kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya 
yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan 
apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak 
akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi 
kepada para implementor secara serius mempengaruhi 
implementasi kebijakan. 
Komunikasi merupakan faktor pendorong yang utama dalam 
pegimplementasian suatu kebijakan, apabila komunikasi tidak 
berjalan secara maksimal maka kebijakan yang telah ditetapkan 
tidak akan berhasil. Maka perlu dari setiap elemen baik dari 
aparatur yang akan melaksanakan kebijakan tersebut dan juga 
masyarakat harus mengetahui apa saja kebijakan yang telah 
diberlakukan dan untuk apa kebijakan tersebut diberlakukan, agar 
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tidak terjadi kesalah pahaman dan menyukseskan kebijakan yang 
telah dibuat. 
Faktor komunikasi yang dimaksudkan penulis adalah 
kurangnya sosialisasi yang dlakukan baik itu pemahaman 
kebijakan untuk para pelaksana kebijakan nantinya, hal ini sangat 
diperlukan untuk memaksimalkan berjalannya suatu kebijakan. 
Apabila para implementor kebijakan tidak memahami secara pasih 
dengan apa maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibuat maka 
akan menyebabkan penyimpangan-penyimpangan. Selain itu, 
sosialisasi juga harus secara menyeluruh diberikan kepada 
masyarakat karena masyarakat yang akan menjaadi sasaran dari 
kebijakan yang dibuat. Jadi bila masyarakat kurang mendapat 
informasi maka akan mempengaruhi maksimalnya suatu kebijakan. 
Aparat pelaksana harus proaktif dalam mensosialisaskan 
kebijakan yang telah ada agar terjadi asas transparansi dan 
keterbukaan dalam penyelenggaraan good governance dapat 
terlaksana, akan tetapi realisasi dilapangan bahwa pelaksana 
kebijakan tersebut juga tidak terlalu memahami apa maksud dari 
kebijakan dan apakah pengimplementasian dilapangan telah 
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak. Padahal 
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aturan pun harus jelas dari awal perencanaannya sampai pada 
tataran teknisnya. 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dilokasi penelitian oleh 
peneliti ditemukan adanya miskomunikasi atau kurang efektifnya 
sosialisasi tetang kebijakan antara aparat pelaksana kebijakan 
dengan masyarakat yang sebagai objek dari retribusi tersebut : 
Wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi perizinan 
usaha kelautan dan perikanan : 
“Dari pihak dinas kelautan dan perikanan sudah 
melakukan sosialisasi terkait masalah peraturan daerah 
nomor 18 tahun 2014 tentang izin usaha kelautan dan 
perikanan, kami biasanya melakukan sosialisasi dua tahun 
sekali”. (Wawancara 4 April 2016) 
 
Pendapat diatas megatakan bahwa pelaksana kebijakan 
atau para implementor kebijakan yakni pegawai dinas kelautan dan 
perikanan telah melakukan sosialisasi untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat agar mengurus surat izin dalam 
rangka untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan usaha 
kelautan dan perikanan yang masyarakat miliki.  
Setelah melakukan wawancara dengan pegawai dinas 
kelautan dan perikanan peneliti juga melakukan wawancara 
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dengan beberapa masyarakat yang mempunyai usaha kelautan 
dan perikanan tetapi tidak mempunyai izin usaha: 
“Saya tidak tahu apa itu surat izin kelautan dan perikanan 
karena pegawai dinas kelautan dan perikanan tidak pernah 
melakukan sosialisasi dibagian sini”.(Wawancara 6 April 
2016) 
 
 “Segala yang terkait masalah aturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah akan kami patuhi karena hal tersebut pasti demi 
keamanan kami melaut akan tetapi, kami kurang 
mengetahui informasi atau aturan pemerintah terkait 
masalah retribusi itu”.(Wawancara 10 April 2016) 
 
Dari hasil wawancara dengan beberapa nelayan ditempat 
yang berbeda peneliti menyimpulkan bahwa pada tataran ini yang 
menjadi masalah adalah tidak menyeluruhnya informasi yang 
didapatkan oleh masyarakat hal ini karena kurangnya sosialisasi 
yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah kebijakan 
tentang retribusi sektor kelautan dan perikanan dari hasil penelitian 
yang dilakukan bahwa tidak menyeluruhnya informasi dari 
Implementor kebijakan terkait masalah aturan-aturan dan 
kewajiban setiap warga Negara Indonesia kepada masyarakat 
menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan yang 
menyangkut masalah pengelolaan retribusi sektor kelautan dan 
perikanan di Kabupaten Majene. 
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Selain itu, masyarakat harus dibangkitkan daya kritisnya 
terhadap kebijakan yang telah ada, masyarakat juga mempunyai 
peranan penting dalam mengiplementasikan kebijakan karena 
apabila daya krits masyarakat telah jalan maka fungsi masyarakat 
sebagai pengontrol jalannya kebijakan dapat pula berjalan. Jadi 
komunikasi merupakan aspek penting yang mempengaruhi 
keberhasilan dan kegagalan dari implementasi kebijakan, baik dari 
organisasi satu dengan yang lainnya sampai pada tataran 
masyarakat sebagai objek dari kebijakan yang telah dibuat. Selain 
dari beberapa faktor diatas ada pula beberapa faktor pendukung 
yang mendukung jalannya pelaksanaan pembuatan surat izin 
retribusi sektor kelautan dan perikanan dikabupaten Majene, 
diantaranya :  
 Partisipasi masyarakat 
Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program yang 
dibuat oleh pemerintah sangat mendukung dalam berjalannya atau 
maksimalnya sebuah kebijakan, terutama dalam hal meningkatkan 
pendapatan daerah. 
Partisipasi masyarakat di Kabupaten Majene adalah hal 
yang menjadi faktor pendukung dari pelaksanaan pumbuatan surat 
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izin usaha kelautan dan perikanan, hal ini yang harus di apresiasi 
dan dipertahankan. 
Adapun hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat : 
“Kalau pemerintah sudah menyuruh kita untuk membuat 
surat izin berarti itu hal yang harus kami lakukan karena itu pasti 
adalah suatu kewajiban, dan takutnya jika tidak membuat maka 
akan mempengaruhi atau membahayakan bagi usaha 
kami”.(wawancara 6 april 2016) 
 
Dari hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa 
masyarakat di Kabupaten Majene tingkat kesadaran dalam melihat 
kewajibannya sebagai warga negara sudah baik dikarenakan 
mereka sudah memahami segala urusan administrasi yang harus 
dipenuhi. 
2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan retribusi 
izin usaha kelautan dan perikanan 
 Regulasi (Aturan) 
Pada wilayah pelaksanaan pemugutan retribusi surat izin 
usaha kelautan dan perikanan yang menjadi faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan pemungutan ialah berkaitan dengan 
regulasi atau aturan, tidak jelasnya suatu aturan dapat 
mempengaruhi pelaksanaan pemungutan. Setidaknya pada setiap 
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instansi harus mempunyai standar operasional yang diberlakukan 
dalam pemungutan retribusi.  
Regulasi merupakan acuan utama dalam pembuatan 
rancangan kerja, potensi dapat dimaksimalkan hasilnya apabila 
didukung oleh dua faktor yakni; regulasi yang jelas sesuai dengan 
kodisi geografis wilayah dengan melihat potensi dan program kerja 
yang dibuat agar hasil penerimaan dari setiap sektor dapat 
maksimak hasilnya.  
Dari hasil penelitian yang dilakukan ialah terkait dengan 
aturan pelaksanan dalam penyelenggaraan pemerintah 
aturan/regulasi merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan 
tugas bagi aparat pemerintah, hal tersebut dikarenakan aturan 
adalah pondasi utama atau pedoman yang menjadi kiblat bagi para 
aparatur pemerintah. Apabila regulasi ataupun aturan sudah tidak 
jelas arah dan tujuaanya maka bisa dikatakan bahwa aparatur 
pemerintahan kehilangan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 
Dalam aturan juga harus mejelaskan secara terperinci dari mulai 
apa yang dapat dilakukan sampai kepada bagaimana 
pelaksanaannya dilapangan. 
Adapun wawancara dengan kepala sub bagian hukum 
Kabupaten Majene mengatakan : 
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“aturan merupakan aspek yang sangat penting dalam 
pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan 
pemungutan retribusi, apabila dalam aturan menjabarkan 
bahwa ada turunan dari aturan sebelumnya maka hal 
tersebut harus ada. Apabila realitas dilapangan 
menunjukkan bahwa hal tersebut tidak ditemukan maka 
dapat dikatakan bahwa aturan tersebut ada kesalahan 
didalamnya”.(Wawancara 11 April 2016) 
 
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala sub 
bagian hukum bahwa segala yang berkaitan dengan wilayah 
pemungutan retribusi aturan tatacara pemungtannya harus jelas, 
melihat realitas dilapangan bahwa tidak jelasnya suatu aturan 
dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. 
Maksimalnya suatu daerah dalam mengelolah potensi daerah yang 
besar diperlukan aturan yang jelas dalam pengelolaannya, karena 
tanpa adanya aturan yang jelas maka tidak akan terjadi 
kesinambungan antara potensi yang dimilki dengan hasil yang 
didapatkan. 
4.4.3 Faktor yang mempengaruhi pengawasan retribusi sektor 
kelautan dan perikanan  
 Sumberdaya 
Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten 
implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi 
dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan 
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program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. 
Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para 
pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber 
terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang 
menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana 
yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang 
dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan 
sarana prasarana. 
Terkait dengan pengawasan kepala dinas kelautan dan 
perikanan mengatakan bahwa : 
“Yang menjadi kendala kami dalam pengelolaan retribusi 
sektor kelautan dan perikanan ialah kurangnya sumber daya 
baik itu dari tenaga penyuluh maupun orang yang akan 
mengawasi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan”.( 7 
April 2016 ) 
 
Dari wawancara yang dilakukan dengan kepala dinas 
kelautan dan perikanan peneliti menyimpulkan bahwa selain pada 
kurangnya atau tidak menyeluruhnya informasi ini diakibatkan 
karena tenaga atau sumber daya pada dinas kelautan dan 
perikanan kurang.  
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Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan 
kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program 
secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan 
pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan 
terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan 
skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk 
itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat 
meningkatkan kinerja program Informasi merupakan sumberdaya 
penting bagi pelaksanaan kebijakan.  
Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi 
bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi 
pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan 
dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada 
peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan 
bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para 
pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan 
bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi 
langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau 
pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan 
inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan 
organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. 
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 Struktur Birokrasi 
Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat 
dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah 
karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi 
berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai 
hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka 
miliki dalam menjalankan kebijakan.  
Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu 
kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus 
dilakukan , implementasi masih dapat terganggu apabila struktur 
birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam 
melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan 
kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan 
mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan 
tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan 
mempengaruhi sistem dalam birokrasi. 
Struktur dalam suatu birokrasi adalah salah satu 
penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, ada 
beberapa bagian yang harus dipenuhi antara lain; memperhatikan 
fungsi-fungsi dari setiap bidang pada suatu organisasi, 
menetapkan struktur apa saja yang dibutuhkan dalam 
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melaksanakan kinerja organisasi, dan penempatan orang pun 
harus sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. 
Adapun kendala dalam dinas kelautan dan perikanan dalam 
masalah sumber daya menurut pemaparan salah satu pegawai 
dinas kelautan dan perikanan : 
“Harusnya bidang pengawasan juga ikut mengawasi 
pelaksanaan pembuatan surat izin usaha sampai pada 
pemungutannya. Jadi alur pengawasannya dapat berjalan 
secara maksimal”.(Wawancara 4 april 2016) 
 
Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 
peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi hal yang berpengaruh 
dalam pengawasan ialah tidak adanya struktur dalam dinas 
kelautan dan perikanan yang membidangi pengawasan terhadap 
jalannya pola pelaksanaan dari mulai pembuatan surat izin sektor 










KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan penelitian, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
Pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah cukup baik 
tetapi belum optimal, dapat  dilihat  dari  penerimaan  retribusi  tiap  tahunnya  
terutama  dalam  5 tahun  terakhir  yang  meningkat  tetapi  kontribusi  
retribusi  izin usaha kelautan dan perikanan  terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD) cenderung tidak stabil. Adapun tatacara pengelolaan retribusi 
sektor kelautan dan perikanan antara lain  :  
1. Belum optimalnya pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan 
di Kabupaten Majene. 
2. Pada indikator perencanaan dalam hal ini penentuan target yang 
dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan tidak melihat data 
tentang bagaimana potensi yang dimilki sektor kelautan dan perikanan 
Kabupaten Majene, penentuan target cenderung sangat sedikit hal ini 
akan mempengaruhi tingkat pendapatan daerah dari sektor retribusi 
kelautan dan perikanan. Target penerimaan cenderung tidak sesuai 
dengan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah. 
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3. Dari semua perencanaan yang telah dibuat oleh dinas kelautan dan 
perikanan dalam mengelolah sektor kelautan dan perikanan untuk 
memaksimalkan hasil dari potensi tersebut hanya sebagian dari 
perencanaan tersebut yang real dilaksanakan oleh dinas kelautan dan 
perikanan. 
4. Regulasi yang dibuat untuk memaksimalkan potensi terhadap realisasi 
penerimaan sektor kelautan dan perikanan tidak efektif dalam 
memaksimalkan hasil penerimaan pendapatan asli daerah karena 
penerimaan dari sektor kelautan dan perikanan hanya didapat dari 
pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan 
5. Regulasi tentang izin usaha kelautan dan perikanan tidak jelas, dalam 
pemungutan pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan ada 
ketidak jelasan dalam proses pemungutan retribusi. Dalam pasal 12 
tentang tatacara pemungutan dalam pasal tersebut menjelaskan 
bahwa ada aturan turunan yang menjelaskan mekanisme 
pemungutannya Akan tetapi, realisasi dilapangan aturan tersebut tidak 
ada. Hal ini menunjukkan tidak jelas dan akuratnya regulasi yang 
dibuat hal tersebut melanggar prinsip good governance tentang 
transparansi dan akuntabilitasnya dalam proses pemungutan. 
6. Sosialisasi cenderung menjadi faktor yang menghambat 
pengimplementasian kebijakan tentang izin usaha kelautan dan 
perikanan, padahal seharusnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas 
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kelautan dan perikanan harusnya lebih optimal karena hanya melalui 
pembuatan surat izin kelautan dan perikanan sektor kelautan dan 
perikanan memberikan kontribusi penerimaan guna meningkatkan 
pendapatan asli daerah. 
7. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan retribusi sektor kelautan dan 
perikanan diantaranya ialah, Komunikasi antara masyarakat dan 
pelaksanan kebijakan, regulasi, Sumberdaya, dan struktur Birokrasi. 
5.2. Saran 
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  saran-saran  yang  
diberikan  peneliti  kepada pemerintah Kabupaten Majene terkhusus 
kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, Meliputi : 
1. Adapun yang seharusnya dilakukan dinas kelautan dan perikanan 
dalam penentuan target tidak hanya melihat dari regulasi, tetapi juga 
harus memperhatikan dan menimbang potensi yang dimilki 
Kabupaten Majene terkhusus kepada sektor kelautan dan perikanan. 
2. Dinas kelautan dan perikanan juga harus membuat inovasi yang 
baru untuk meningkatkan hasil penerimaan dari sektor kelautan dan 
perikanan, misalnya menyediakan sarana untuk para nelayan untuk 
menjual hasil tangkapannya dalam jumlah yang besar. Jadi 
kontribusi penerimaan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya 
bersumber kepada hasil pembuatan surat izin. 
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3. Regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sektor kelautan dan 
perikanan tidak efektif karena regulasi hanya mengatur tentang 
penerimaan retribusi dari satu bidang yakni surat izin usaha kelautan 
dan perikanan, hal ini tentunya akan mengurangi jumlah penerimaan 
dan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah.  
4. Pemerintah harus lebih teliti dalam membuat regulasi yang mengatur 
tentang bagaimana pemanfaatan potensi sumberdaya alam daerah, 
selain itu dalam regulasi tersebut harus jelas mengatur tentang 
bagaimana tahapan awalnya sampai kepada tahap yang paling akhir 
atau bagaimana mekanisme pemungutannya. 
5. Sebagai Dinas yang diberi tanggung jawab pelaksana kebijakan, 
Dinas kelautan dan perikanan harus lebih cekatan dalam 
mensosialisasikan kebijakan yang telah berlaku agar tidak terjadi 
miskomunikasi diwilayah internal maupun eksternal pelaksana 
kebijakan. Maksimanya sosialisasi akan memberikan dampak positif 
terhadap hasil penerimaan retribusi sektor kelautan dan perikanan. 
6. Sumberdaya cenderung menjadi faktor penghambat dalam 
implementasi kebijakan. Akan tetapi, masalah kuantitas tidak akan 
terlalu mempengaruhi apabila kualitas sumberdaya mendukung. 
Setiap instansi harusnya memberikan pembekalan kepada setiap 
pegawai agar mengerti fungsi dan wewenang dalam menjalankan 
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tugas, maka diperlukan adanya pelatihan kepada setiap pegawai di 
instansi pemerintahan 
7. Dalam pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan harusnya 
ada struktur atau badan yang mengawasi tentang penerimaan hasil 
retribusi, apakah sesuai dengan potensi, target penerimaan, dan 
realisasi penerimaan. Jangan sampai dalam penetuan target sampai 
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